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ABSTRAK

Firdaus, Albar, 2018. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Magasid Al Shari’ah |mam A/
Shatibi. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Sutrisno RS, M.H.I.
Pembimbing Il: Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Kata Kunci: Kawin Hamil, Pasal 53 KHI, Magasid Al Shari’ah \mam Al Shatibi,

Pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat, banyak menimbulkan dampak
negatif bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Salah satu
dampak yang ditimbulkan adalah adanya perzinaan yang mengakibatkan
kehamilan di luar nikah. Peraturan yang mengatur masalah perkawinan wanita
hamil karena zina di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina ini dapat
ditinjau dari sudut pandang magasid al shari’ah yakni maksud dan tujuan di
syariatkannya hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui latar belakang munculnya
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan aturan hukum perkawinan
wanita hamil karena zina., 2) Mengetahui implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam tentang ketentuan aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina, 3)
Mengetahui tinjauan maqasid al shari’ah I/mam al Shatibi terhadap aturan hukum
perkawinan wanita hamil karena zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
induktif. Dalam penelitian ini, validitas (keabsahan data) menggunakan triangulasi
sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah; 1) terdapat beberapa pendekatan yang
melatarbelakangi munculnya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini di antaranya
adalah al-Qur'an dan Sunnah, beberapa kitab figh yang ada dan mengutamakan
pemecahan masa kini. 2) Implikasi dari pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini jika
ditinjau dari Hukum Islam adalah melihat kepada kelahiran anak yang
diakndungnya. Jika anak tersebut lahir setelah masa enam bulan sejak hubungan
pertama setelah pernikahan ibu dengan laki-laki yang menikahinya, maka anak itu
dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang
dari enam bulan sejak hubungan pertama setelah pernikahan ibunya, maka anak
yang dilahirkan hanya dinasabkan pada ibunya saja. Sedangkan menurut implikasi
perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam itu sendiri
adalah bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah, anak yang dilahirkan
intisab kepada ayahnya, dapat saling mewarisi dan ayahnya dapat menjadi wali. 3)
Pasal 53 KHI ini menjelaskan tentang kebolehan seorang wanita yang sedang
hamil di luar nikah untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, hal ini
sesuai dengan salah satu tujuan dari maqasid al shari’ah \mam al Shatibi pada
tingkat dharuriyat khususnya dalam Memelihara Keturunan (J~' &é~). Hal ini
dikarenakan munculnya pasal tersebut salah satu tujuannya adalah untuk

melindungi nasab bayi yang dikandung oleh ibunya. Sehingga setelah lahir anak
tersebut mempunyai hubungan nasab yang jelas dari kedua orang tuanya.



ABSTRACT

Firdaus, Albar. 2018. Marriage of Pregnant Women for Adultery In Article 53
Compilation of Islamic Law Perspective Magasid Al Shari'ah Imam Al Shatibi.
Thesis. Study Program of Graduate Family Law of Institute for Islamic Studies
Jember. Advisor I: Dr. Sutrisno RS, M.H.I. Advisor II: Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag.
Key Words: Pregnant Marriage, Article 53 KHI, Magasid Al Shari'ah Imam Al
Shatibi.

Free social relationships that occur in society, many negative impacts for
the people of Indonesia, especially Muslims. One of the impacts caused is
adultery which resulted in pregnancy out of wedlock. The regulations governing
marriage matters of pregnant women due to adultery in Indonesia are specifically
regulated in article 53 of the Compilation of Islamic Law. Maternity problems of
pregnant women due to adultery can be viewed from the point of view of magasid
al shari‘ah is the intention and purpose Islamic law.

This study aims to: 1) Knowing the background emergence of Article 53
Compilation of Islamic Law about the provisions of the rule law about marriage
of pregnant women due to adultery, 2) Knowing the implications of Article 53
Compilation of Islamic Law about the provisions of the rule law about marriage
of pregnant women due to adultery, 3) Knowing the review magqasid al shari'ah
Imam al Shatibi against the rule of law about marriage of pregnant women due to
adultery in article 53 Compilation of Islamic Law. Data analysis technique used in
this research is descriptive-inductive. Data validity in this study using source
triangulation.

The results of this study are; 1) there are several approaches behind the
emergence of article 53 Compilation of Islamic Law among them are the Qur'an
and Sunnah, some books of figh that exist and prioritize the solution of the
present. 2) The implication of article 53 of the Compilation of Islamic Law when
viewed from Islamic Law is to look to the birth of the child it contains. If the child
is born after a period of six months from the first relationship after the marriage of
the mother to the man who married her, then the child is fathered to the man.
However, if the child is born less than six months after the first relationship after
the marriage of his mother, then the child who is born only affectioned to his
mother only. While according to the implications of marriage pregnant women
due to adultery according to Compilation of Islamic Law is that children born to
be legitimate children, children born affectioned to his father, can mutually inherit
and his father can be a guardian. 3) This article 53 of the Compilation of Islamic
Law describes the permissibility of a woman who is pregnant out of wedlock to be
married by a man who impregnates her, this is in accordance with one of the goals
of magasid al shariah Imam al Shatibi at dharuriyat level especially in
Maintaining offspring. This is because the emergence of the article is one of the
goals is to protect the baby conceived by his mother. So after birth the child has a
clear relationship of both parents.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di muka bumi ini secara
berpasang-pasangan. Begitu pula manusia diciptakan oleh Allah SWT secara
berpasang-pasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah SWT
juga telah memberikan kepada manusia rasa cinta dan kasih sayang agar
mereka dapat mempunyai keturunan dengan jalan perkawinan. Sebagaimana

firman-Nya:

8555 oS Jarg ) 1380 il AT 03 K Gl BT e 2

10978455 a3 <Y &l & O das3

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi
makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.? Tujuan
perkawinan menurut shari’at Islam adalah untuk membuat hubungan antara

laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara

! al-Qur’an, 30:21.
ZSlamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat | (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.



keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman
dalam kehidupan sosial.®

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1
pasal 1 telah menjelaskan bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada
hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun
merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah
tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan kasih sayang sesuai
dengan yang dikehendaki Allah SWT.*

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sakral sehingga
dapat mengubah hukum. Hubungan intim antara seorang laki laki dan seorang
perempuan yang mulanya sangat dilarang dalam shari’at 1slam namun setelah
adanya perkawinan antara keduanya maka menjadi dibolehkan bahkan
perbuatan tersebut bernilai ibadah. Sedangkan hubungan intim tanpa adanya
ikatan suci perkawinan atau perzinaan hukumnya haram dan merupakan
perbuatan dosa besar, bahkan terkadang perzinaan tersebut mengakibatkan
pada kehamilan yang tidak diharapkan dan berujung pada kawin hamil,
demikian juga anak yang dihasilkan dari perzinaan memiliki legalitas yang

berbeda dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya perkawinan.

® H.M. Zufran Sabrie, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah (Jakarta: Departemen
Agama RI, 1998), 7.

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan lIslam, (Yogyakarta: Gajahmada University Press,
1990), 11.



Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh
agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya
pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing
pihak.>

Kasus ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat atau remaja non
muslim saja, bahkan masyarakat khususnya remaja muslim yang telah
mengetahui bahwa hal ini telah dilarang oleh agama masih banyak yang
melakukannya. Bahkan wanita hamil di luar nikah dianggap biasa karena
dilakukan atas dasar suka sama suka, namun hal tersebut menentukan
keabsahan seorang anak yang dikandungnya.® Untuk menghindari aib maksiat
hamil di luar nikah, terkadang masyarakat justru sering menutupinya, ada
yang lari ke dokter atau ke dukun kandungan, guna menggugurkan
kandungannya, ada pula yang langsung menikahi pasangan zinanya, atau
dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai
kehamilan yang sah.’

Peraturan yang mengatur masalah perkawinan wanita hamil di
Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 53 dijelaskan tentang
kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar

nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI

® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 128.
® H. Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Tirta Mas, 1983 ), 25
"Huzaemah T. Yanggo, Figh Perempuan Kontemporer (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), 86



ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun
telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah.

Pasal ini menjadi polemik tersendiri khususnya bagi masyarakat yang
beragama Islam, karena dalam pasal ini terdapat ketentuan yang melegalkan
bagi pezina untuk menikah dengan pasangan zinanya tanpa adanya hukuman
bagi keduanya. Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan
hubungan intim di luar nikah dapat dengan mudah untuk melangsungkan
perkawinannya, sehingga hal ini dapat berakibat kepada maraknya kasus
perzinaan di tengah masyarakat.

Jika ditinjau dari segi kemaslahatannya, kebolehan bagi wanita hamil
untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan
status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir
mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskrimintatif.
Namun di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil di luar nikah untuk
melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan kemudlaratan, di
antaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan
yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Ketetapan mengenai kawin hamil ini sering menimbulkan pemahaman
yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah
legalitas. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah
melakukan hubungan intim di luar nikah, karena pada akhirnya mereka tetap

diperbolehkan menikah meskipun dalam keadaan hamil. Padahal maksud dari



adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak
berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.®

Perkawinan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun
melalui hubungan di luar perkawinan. Apalagi pergaulan bebas antara muda-
mudi, seperti yang terjadi saat ini seringkali membawa hal-hal yang tidak
dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan
perkawinan. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah
menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi
kegelisahan di kalangan masyarakat maupun para ulama, terlebih lagi
menyangkut masalah hukum islam/syari’at. Perkawinan wanita hamil karena
zina bukanlah masalah baru, karena pada zaman Rasulullah SAW juga pernah
terjadi, Padahal Islam menganjurkan menikah dan melarang zina, karena zina
adalah sumber kehancuran.’

Mafsadat lain yang berpeluang muncul adalah berhubungan dengan
pelaksanaan perintah Allah tentang larangan zina. Sebagaimana diketahui
secara umum bahwa zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat
dilarang oleh Allah dan dalam konteks hukum pidana Islam termasuk salah
satu perbuatan yang dikenakan hukuman had. Larangan Allah mengenai zina
dapat ditemukan dalam Q.S. al-Isra’ ayat 32 yang artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan”.

® Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, Hikmah at Tasyri’ wa Falsafatuhu, Juz | (Beirut : Libanon. Dar
Al-Fikr), 5.
? Sayyid Sabig, Figh As Sunnah, Jilid 2 (Beirut.Libanon: Dar Al Fikr, 1992), 2.



Selain larangan zina, Allah juga memberikan penjelasan mengenai

ketentuan bagi para pezina dalam Q.S. An-Nur ayat 2 yang artinya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-
orang yang beriman”."

Terkait dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan
perkawinan wanita hamil dengan penyebab yang tidak ditentukan dan dibatasi
serta tanpa adanya sanksi terlebih dahulu, secara tidak langsung
mengindikasikan adanya pertentangan dengan pelaksanaan perintah Allah.
Sebab dengan tidak adanya batasan atau ketentuan penyebab kehamilan
wanita yang dapat dikawinkan, maka secara tidak langsung terkandung
makna bahwa kehamilan akibat zina yang disengaja pun boleh dikawinkan
tanpa adanya sanksi terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan memberikan
dampak negatif meskipun tidak secara langsung yang berupa anggapan
sebagai kebiasaan kehamilan akibat zina yang disengaja di luar nikah.
Fenomena ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi
keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa keberadaan hukum salah
fungsinya adalah untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan

manusia. Namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu

syarat penyebab. Dalam Islam, hal ini disebut dengan aspek sabab

% Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam Figh Islami
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 347



(penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis, yakni penyebab yang diluar
batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasaan
mutlak Allah seperti penyebab berubahnya waktu siang menjadi malam dan
penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang
berada dalam batas kemampuan manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan
yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad i *

Jika melihat dan dikembalikan pada aspek sabab, maka kehamilan
akibat zina yang disengaja merupakan jenis penyebab yang berada dalam
batas kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya manusia memiliki
kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum
yang mengaturnya, baik secara taklifi maupun wad’i. Dari aspek ini terlihat
bahwa sebenarnya kehamilan akibat zina sengaja harus dikembalikan kepada
hukum taklifi terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum wad’i dengan
catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. terkait dengan
zina, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang
mengaturnya. Meskipun hukumannya dipandang kurang relevan dengan
keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan
hilangnya aspek sanksi bagi wanita hamil akibat zina. Sebab, tanpa adanya
sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu
pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.*?

Dampak lain yang diakibatkan dari adanya ketentuan hukum kawin

hamil tergambar dari data statistik tingginya angka perceraian di Pengadilan

" Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Beirut: Daar al-fikr, 1958).
12 Haeratun, “Analisa Pasal 53 KHI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau
Dari Hukum Islam”, Jatiswara, 122.



Agama yang dilatar belakangi bahwa pasangan yang melakukan perceraian
tersebut dahulu adalah pelaku kawin hamil. Mereka menikah karena terpaksa
yang disebabkan si perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Maka untuk
menutupi aib tersebut, mereka melakukan kawin hamil.

Adanya legalisasi kawin hamil seperti yang diatur dalam KHI dan
diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil
sebagai anak sah, dianggap oleh para perumus ketentuan tersebut sebagai
solusi darurat atas terjadinya kecelakaan hamil di luar nikah. Akan tetapi
seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut disalahgunakan oleh
kaum remaja Indonesia dewasa ini yang sedang berpacaran untuk melakukan
perbuatan yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, adanya legalisasi kawin
hamil dan diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak sah, akan
menimbulkan kekaburan nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah-olah
tidak ada perbedaan sama sekali antara anak yang dihasilkan dari perkawinan
yang suci dan terhormat dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina
yang keji dan hina. Sementara shari’at 1slam sangat mementingkan kesucian
nasab sebagai salah satu dari lima hal pokok yang harus ditegakkan untuk
menjaga kelangsungan kehidupan manusia.

Berdasarkan  pemaparan tentang aspek kemaslahatan dan
kemudlaratan atau mafsadat dari munculnya pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam tersebut, maka permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina ini

dapat ditinjau dari sudut pandang magasid al shari’ah yakni maksud dan



tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Hal ini karena pada dasarnya pasal ini
merujuk kepada ayat al Qur’an Surat An Nur ayat 3 tentang aturan
perkawinan bagi pezina baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam pendekatan magqasid al shari’ah ini, penulis memilih pola
pendekatan magasid al shari’ah yang dikembangkan oleh Imam a/ Shatibi.
Dalam teori magasid al shari’ah-nya, Imam al Shatibi berpendapat bahwa
sesungguhnya shari’at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Atau hukum-hukum itu

disyari’atkan untuk kemaslahatan manusia.*?

Dalam upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan tersebut, Imam a/ Shatibi membagi magqasid al-
shari’ah menjadi tiga tingkatan, yaitu: daruriyyat (primer), hajiyyat (skunder)
dan tahsiniyyat (tersier). Dalam menjelaskan tentang magasid dharuriyat, ia

memaparkan jauh lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: Memelihara

Agama (.4 ki~), Memelihara Jiwa (-4 ki), Memelihara Akal (Jés Laé>),
Memelihara Keturunan (j-3' i), Memelihara Harta ( Ju de)

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas.

Imam a/ Shatibi merumuskan bahwa penetapan magasid al-shari’ah
dapat ditempuh melalui empat metode, yaitu dengan cara melihat ungkapan
eksplisit perintah dan larangan dalam nas (mujarrad al amr wa al nahy al
ibtida’i al tasrihi), memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan

larangan (7’tibar ‘ilal al amr wa al nahy), memperhatikan semua magasid

' Al-Shatibi, A/-Muwafagat Jilid 11 (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 9.
Y Al- Shatibi, Al-Muwatagat..., 7-8.
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turunan (al maqasid al asliyyah wa al tab’iyyah) dan tidak adanya keterangan

shar’i (sukut al shari’). Maka dengan keempat metode di atas diharapkan

dapat digunakan untuk menganalisis pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
tentang perkawinan wanita hamil yang merujuk kepada ayat al Qur’an Surat

An Nur ayat 3.

Akhirnya, pada tesis ini peneliti berusaha melakukan studi terkait
ketentuan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang aturan perkawinan
wanita hami akibat zina dengan menggunakan teori magasid al shari’ah lmam
al Shatibi.

. Fokus Kajian

Dari konteks penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa fokus
kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
tentang ketentuan aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina?

2. Bagaimana implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan
aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina?

3. Bagaimana tinjauan magqasid al shari’ah \mam al Shatibi terhadap aturan
hukum perkawinan wanita hamil karena zina dalam pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam?

. Tujuan Kajian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan
selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. Adapun

tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam tentang ketentuan aturan hukum perkawinan wanita hamil karena
zina.

2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang
ketentuan aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina.

3. Untuk mengetahui tinjauan magqasid al shari’ah \mam al Shatibi terhadap
aturan hukum perkawinan wanita hamil karena zina dalam pasal 53
Kompilasi Hukum Islam.

. Manfaat Kajian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat
sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam
bidang Hukum Keluarga agar dapat merespon perkembangan permasalahan
yang timbul di masyarakat secara tepat, khususnya di dalam masalah
perkawinan seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui
dengan jelas tentang aturan perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi

Hukum Islam ditinjau dari perspektif magasid al shari’ah \mam al Shatibi.
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b. Bagi Masyarakat
Bermanfaat sebagai input (masukan) dalam menyelesaikan masalah
bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini,
yaitu di dalam masalah kawin hamil.
c. Bagi Lembaga
Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa
dijadikan sebagai sumber pustaka, terutama dalam bidang Hukum Keluarga
khususnya dalam kawin hamil.
E. Metode Penelitian
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam
menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka
(rumusan statistik). Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau
konsep-konsep tentang kawin hamil.
Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan
(library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.®

1> M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111.
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b. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis membagi dua sumber data sebagai rujukan
di dalam penelitian, yaitu:
1) Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari
sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan kitab tentang Magasid al Shari’ah \mam al Shatibi
yaitu A/l-Muwataqat fi Ushul al-Shari’ah.
2) Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
lewat dokumen.'® Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa
buku-buku lain yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan di atas, seperti buku karya Abdurrahman Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, kitab-kitab figih yang membahas tentang masalah
perkawinan seperti Figh Muhakahat dan a/ Figh al Islamy wa adillatuhu,
serta literatur dan dokumen yang membahas seputar Magasid al Shari’ah
seperti Nadariyat al- Magasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, peneliti menggunakan metode pengambilan data

dokumenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumenter peneliti menyelidiki

18 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013),
225
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benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan,
jurnal ilmiah dan lain sebagainya.*’

Teknik dokumenter ini merupakan teknik pengumpulan data yang
tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab dalam penelitian ini data-
data diperoleh melalui telaah pustaka terkait dokumen-dokumen seputar
perkawinan wanita hamil dan konsep Maqasid al Shari’ah.

d. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data bersifat induktif.
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal
penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif merupakan
proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi.'® Maka analisis data terkait perkawinan wanita hamil yang
dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Memilih secara selektif landasan teoritis tentang perkawinan wanita
hamil.

b. Menyajikan data seputar perkawinan wanita hamil berdasarkan seleksi
data.

c. Penarikan kesimpulan atas data-data tentang perkawinan wanita hamil

setelah penyajian data.

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), 148.
'8 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta; Ar Ruzz Media, 2012), 211.



15

e. Keabsahan Data
Dalam penelitian kulalitatif, pengecekan keabsahan data dapat
dilakukan dengan tujuh teknik, vyaitu perpanjangan pengamatan,
meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat,
member check, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi.™
Dalam penelitian ini, validitas (keabsahan data) menggunakan
triangulasi sumber data, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber lain.?
Metode ini digunakan untuk menguji validitas data dengan cara menelaah
dari beberapa sumber data yang berbeda agar ditemukan sebuah kesimpulan
dan mana yang spesifik dari sumber-sumber data tersebut. Sumber-sumber
data yang ditelaah dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data yang
terkait dengan perkawinan wanita hamil.
F. Definisi Istilah
Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang
menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi
kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.
Maka dari itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian yang ingin
dilakukan. Judul yang dimaksud adalah “Perkawinan Wanita Hamil Karena

Zina dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqgasid al Shari’ah

% Andi Prastowo, Metode Penelitian...., 265.
2% Sugiyono, Metode Penelitian, 69.
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Imam al/ Shatibi’. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul
penelitian ini antara lain:
a. Pekawinan Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah perkawinan dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah oleh
seorang laki-laki yang menghamilinya.
b. Magasid al Shari’ah

Magqasid al Shari’ah berarti al-ma’ani allati syuri’at laha al-ahkan’’
yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Maqasid al
Shari’ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan-tujuan penetapan

hukum oleh Shari” menurut Imam a/ Shatibi.

. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis
yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.?

Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

BAB | :Pendahuluan, pada bab ini meliputi konteks penelitian, fokus
kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi
istilah, dan sistematika penulisan.

BAB Il :Kajian Pustaka, dalam kajian pustaka dipaparkan tentang kajian
terdahulu dan kajian teori serta kerangka konseptual, kajian

terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan

2t Ahmad al-Hajj al-Kurdi, a/-Madkhal al-Fighi:al-Qawa’id al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar al-
Ma’arif, 1980), 186
22 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Pascasarjana (Jember: IAIN Jember, 2016),
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penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan
dengan kajian teori yang memuat tentang konsep perkawinan
dalam Islam, perkawinan wanita hamil dan magasid al shari’ah.
Sedangkan kerangka konseptual berisi diagram alur yang
menjelaskan tentang alur pikir dalam penelitian.

: Perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, bab ini
merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang
hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada bab ini peneliti
memaparkan tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan wanita
hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi
perkawinan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam.
Magqgasid Shari’ah Imam Shatibi, pada bab ini peneliti
memaparkan tentang Biografi /mam Shatibi, Pendidikan Imam
Shatibi, Murid-murid Imam Shatibi, Karya-karya Imam al-Shatibi
dan Magqasid Shari’ah Imam Shatibi.

:Pembahasan temuan, bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan
antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi
temuan/teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya,
serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap
dari data. Pada bab ini dibahas tentang Latar Belakang Munculnya
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Implikasi Pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam dan Tinjauan Magasid al Shari’ah \mam al Shatibi

terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam



BAB VI :Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang memuat
secara ringkas tentang seluruh isi tesis serta mengemukakan saran dan
tanggapan dari hasil penelitian.

18



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas:
1. Disertasi yang ditulis oleh Husnul Yagin (2013), yang berjudul:
Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasinya Perspektif Fikih (Telaah
terhadap Kompilasi Hukum Islam).

Hasil dari penelitian ini adalah: Salah satu tujuan utama asas
bolehnya kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum
yang pasti kepada anak tersebut. Dari sini hukum yang digunakan
adalah asas “Istislah” (kemaslahatan). Pendapat fuqaha tentang
pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pertama, madzhab Hanafi
membolehkan pernikahan wanita pezina, jika wanita tersebut hamil
maka tidak boleh berhubungan sampai bayi tersebut lahir. Kedua,
madzhab Malik melarang menikahi wanita pezina baik hamil maupun
tidak. Ketiga, madzhab Syafi’i membolehkan pernikahan wanita
pezina baik hamil maupun tidak, baik oleh laki-laki yang
menghamilinya maupun laki-laki lain. Begitu pula boleh menikahi ibu
dan anak perempuan dari wanita yang berzina dengannya. Keempat,
madzhab Hambali berpendapat menikahi perempuan pezina tidak
diperbolehkan, kecuali dua syarat yaitu: habis masa iddahnya dan

bertaubat. Status anak dibedakan menjadi dua: Pertama, anak sah
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diatur dalam KHI Pasal 99. Kedua, anak luar nikah diatur dalam KHI
Pasal 100. Secara manusiawi anak di luar nikah ada hubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu ada beberapa
hak yang harus dimiliki anak tersebut, yaitu; hak hadhanah dan wasiat
wajibah. Implikasi penelitian, untuk menghindari atau mencegah
terjadinya hamil di luar nikah, maka pejabat pembuat undang-undang
seharusnya meninjau ulang tentang penerapan KHI Pasal 53.
Kebolehan menikahi wanita hamil tersebut agar dicantumkan syarat
tertentu sebagaimana pendapat imam madzhab, guna mengetahui status
nasab anaknya. Memperjelas bunyi Pasal 99 butir (a) tentang status
anak rupanya bertentangan dengan pasal 100. Pemberian hak terhadap
anak di luar nikah dari ayah biologisnya seperti halnya; had}anah dan
wasiat wajibah. Penanaman moral lewat pendidikan agama sedini
mungkin terhadap generasi mudah, agar tidak sampai terjadi perzinaan
yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.
. Tesis yang ditulis oleh Atikurrahman (2014) yang berjudul: Implikasi
Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau
dari Perspektif Hukum Islam

Hasil dari penelitian ini adalah dapat dinyatakan bahwa
kedudukan hukum pernikahan wanita hamil menurut KHI adalah,
pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya
diperbolehkan tanpa melihat usia kandungannya. Pernikahan wanita

hamil yang telah dilangsungkan juga tidak diperlukan pernikahan
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ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ketentuan ini tercantum
dalam KHI pasal 53. Akan tetapi KHI tidak memberikan pasal yang
mengatur pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan
menghamili.

Sedangkan dalam hukum Islam, implementasi pernikahan
wanita hamil akibat zina diklarifikasikan: (1) dengan laki-laki yang
bukan menghamili ada dua pendapat: (a) pendapat Hanafiyyah dan
Shafi’iyyah menilai pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-
laki yang menghamilinya adalah sah. Hanya saja bagi Hanafiyyah
haram melakukan persetubuhan setelah menikah, sedangkan bagi
Shafi’iyyah hanya makruh. (b) Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah
pemikiran tersebut tidak sah, kecuali ‘iddah telah habis dan bertaubat.
(2) dengan laki-laki yang menghamili; jumhur ulama sepakat bahwa
pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang
menghamilinya adalah sah.

Dalam pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita hamil karena
zina dengan laki-laki yang menghamilinya, memiliki implikasi hukum;
(1) anak hasil zina tersebut menjadi anak yang sah secara hukum; (2)
anak yang dilahirkan intisab kepada ayahnya; (3) dapat saling
mewarisi di antara keduanya; (4) ayahnya dapat menjadi wali nikah.

Ketentuan diktum dalam pasal-pasal implementasi dan implikasi
di atas jika dianalisis setidaknya ada dua problem yang muncul; (1)

hilangnya sakralitas “lembaga perkawinan” dengan maraknya
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perzinaan yang berakibat kehamilan dapat dinikahkan secara sah; (2)
perkawinan wanita hamil akibat zina dengan yang tidak mempunyai
kedudukan sama di depan KHI. Implementasi dan implikasi dalam
KHI di atas, pada dasarnya adalah mengadopsi pendapat Hanafiyyah
yang mengedepankan rasa humanisme sebagai bentuk responsif
terhadap problematika hukum Islam di tengah masyarakat. Sehingga
KHI dapat ditempatkan dalam bingkai Islam Indonesia.

Sebagai sebuah ijtihad jama’i (ijtihad kolektif), ketentuan yang
mengatur perkawinan wanita hamil dalam KHI, memang tidak bisa
menganulir ijtihad ulama sebelumnya. Namun demikian, karena KHI
merupakan sebuah ijtihad yang dzanni. Maka ia tetap terbuka untuk
dikritisi dan direvisi, agar Islam Indonesia bisa kontekstual, dan
berparadigma kemaslahatan.

. Jurnal yang ditulis oleh H.M.Quzwini (2009), yang berjudul:
“Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak”.

Hasil dari penelitian ini adalah; (1) perbuatan melakukan
hubungan seks sebelum nikah, adalah haram hukumnya, walaupun ada
niat melangsungkan perkawinan; (2) anak yang lahir dari hubungan
seks itu, adalah anak yang tidak sah menurut hukum Islam apabila
dilahirkan kurang dari enam bulan dari masa perkawinan keduanya; (3)
orang tua kedua belah pihak lebih berhati-hati dalam menolak (tidak
merestui) keinginan anak yang telah sepakat membina rumah tangga.

Antara rasa tidak senang dan aib serta pelanggaran agama, sepantasnya
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orang tua mengorbankan perasaan, daripada terjadi pelanggaran
agama; (4) mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili
oleh pria lain, kendatipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu
sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah tumbal
(penutup aib), apakah pria itu mengawini wanita itu dengan suka rela
atau dengan ada imbalan. Apalagi kalau dia bukan seorang pezina
(hidung belang). Pria yang pantas menjadi pasangan wanita itu adalah
pezina pula. Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi anak yang
sah menurut hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dan
warisan, berlaku seperi anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk
mengatakan sah perkawinan itu, perkawinan itu tetap ada cacatnya,
ditinjau dari segi agama, psikologis dan sosiologis; (5) hal ini terjadi,
karena pergaulan bebas, di samping iman rapuh di masing-masing
pihak. Berkenaan dengan hal ini, kita pun tidak boleh terpaku kepada
legalitas hukum (menurut sebagian ulama), penangkalnya yang perlu
dipikirkan bersama supaya tidak terjadi perbuatan zina itu. Pendidikan
agama dan kesadaran hukum, barangkali dapat diharapkan untuk
mengantisipasi kekhawatiran yang disebutkan di atas.
. Jurnal yang ditulis olen Agus Salim Nst (2011) yang berjudul:
“Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam”.
Hasil dari penelitian ini adalah; (1) Islam mensyari’atkan supaya
menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh

kehidupan yang bahagia, baik dalam rumah tangga maupun
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masyarakat. Bagi para pezina disediakan pasangannya pezina pula atau
orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Namun demikian
sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikahi pelacur setelah
benar-benar bertaubat, karena statusnya sudah menjadi suci kembali;
(2) perbedaan pendapat para ulama tentang menikahi wanita hamil
karena zina, sedikit membaw rahmat bagi umat. Karena dengan adanya
pendapat yang membolehkan menikahinya, bukan dengan orang yang
berbuat, dapat menutupi aibnya di dunia, walaupun tidak boleh
menggaulinya. Namun demikian hal ini janganlah dianggap baik, tetapi
karena darurat saja, dan bagaimanapun perbuatan zina adalah terkutuk;
(3) dalam syari’at Islam, anak hasil perbuatan zina secara hukum tidak
mempunyai hubungan nasab dengan pihak bapak, meskipun si ayah
mengakui dan mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah
anaknya. Tidak mempunyai hubungan dimaksud, baik hubungan
nasab, perwalian dalam nikah maupun masalah kewarisan. Anak
tersebut hanya punya hubungan nasab dengan ibunya.

. Buku yang ditulis oleh Abdul Wahid Faiz At Tamimi (2012) yang
berjudul “Hamil Di Luar Nikah”

Hasil pembahasan dalam buku ini adalah bahwa di dalam hukum
menikahi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan terjadi
perbedaan pendapat, sebagai berikut: (1) Boleh menikah dengan
pelaku zina dan nikahnya sah. (2) Haram menikah dengan pelaku zina

baik laki-laki maupun perempuan dan pernikahannya tidak sah, selama
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pelaku zina tersebut belum bertaubat dari perbuatan zinanya. Pendapat
kedua merupakan pendapat yang dianggap lebih kuat oleh penulis.

Apabila si wanita tersebut tidak hamil yang ditandai dengan
datangnya haid, maka di saat itu boleh bagi si lelaki untuk
menikahinya. Jika diketahui seorang wanita sedang hamil, maka ia
tidak boleh dinikahi hingga melahirkan kandungannya. Adapun jika
orang yang hendak menikahi wanita tersebut adalah orang yang
menghamilinya, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di
kalangan ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat bolehnya
menikahi wanita tersebut walaupun dalam keadaan hamil. Namun
mayoritas ulama berpendapat bahwa hal inipun tidak diperbolehkan,
hingga harus menunggu sampai wanita itu melahirkan kandungannya.

Mengenai nasab anak zina, dalam masalah inipun terjadi
perbedaan pendapat di antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat
bahwa anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak boleh
dinasabkan kepada bapak yang melakukan zina dan si anak hanya
boleh dinasabkan kepada ibunya saja.

Untuk memperjelas letak perbedaan antara penelitian yang

peneliti lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti

menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Pernikahan Penelitian ini Pembahasan dalam

Wanita Hamil dan | membahas tentang | penelitian ini lebih
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Implikasinya
Perspektif Fikih
(Telaah terhadap
Kompilasi Hukum

Islam)

pernikahan wanita
hamil, seperti yang

peneliti lakukan

fokus kepada
implikasi dari
pernikahan wanita
hamil perspektif
fikih, sedangkan
penelitian yang
peneliti lakukan
lebih fokus kepada
tinjauan magasid al
shari’ah Tmam al
Shatibi atas
perkawinan wanita

hamil

Implikasi
Pernikahan
Wanita Hamil
Menurut
Kompilasi Hukum
Islam Ditinjau dari
Perspektif Hukum

Islam

Penelitian ini

membahas tentang
pernikahan wanita
hamil, seperti yang

peneliti lakukan

Pembahasan dalam
penelitian ini lebih
fokus kepada
implikasi dari
pernikahan wanita
hamil menurut KHI
ditinjau dari
Hukum Islam,
sedangkan

penelitian yang
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peneliti lakukan
lebih fokus kepada
tinjauan magasid al
shari’ah Tmam al
Shatibi atas
perkawinan wanita

hamil

Perkawinan
Wanita Hamil di
Luar Nikah dan

Status Anak

Penelitian ini

membahas tentang
perkawinan wanita
hamil, seperti yang

peneliti lakukan

Pembahasan dalam
penelitian ini lebih
fokus kepada
perkawinan wanita
hamil di luar nikah
dan status anak
yang dihasilkan
dari perkawinan
tersebut, sedangkan
penelitian yang
peneliti lakukan
lebih fokus kepada
tinjauan maqasid al
shari’ah Tmam al
Shatibi atas

perkawinan wanita
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hamil

Menikahi Wanita

Hamil Karena
Zina Ditinjau dari

Hukum Islam

Penelitian ini

membahas tentang
pernikahan wanita
hamil, seperti yang

peneliti lakukan

Pembahasan dalam
penelitian ini lebih
fokus kepada
hukum menikahi
wanita hamil
karena zina ditinjau
dari Hukum Islam,
sedangkan
penelitian yang
peneliti lakukan
lebih fokus kepada
tinjauan maqasid al
shari’ah Imam al
Shatibi atas
perkawinan wanita

hamil

Hamil Di Luar

Nikah

Buku ini
membahas
berbagai
permasalahan
tentang hamil di

luar nikah, salah

Pembahasan dalam
buku ini lebih
kepada
pembahasan
tentang wanita

hamil di luar nikah
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satu pokok
pembahasannya
adalah tentang
perkawinan wanita
hamil di luar nikah
seperti yang

peneliti lakukan

secara umum,
sedangkan
penelitian yang
peneliti lakukan
lebih fokus kepada
tinjauan magasid al

shari’ah Imam al

Shatibi atas
perkawinan wanita

hamil

B. Kajian Teori
1. Konsep Perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata
“kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
Pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena
kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” Kata
ini adalah bentuk mashdar dari kata “Nakaha-yankihu-nikah” ( — zs
S - =84) yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (sk3) dan

“berkumpul”(swal).® Hal ini senada dengan pendapat beberapa

7 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 2000) 11.

18 Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta:
Pustaka Progressif, 2003), 1461



30

ulama Figh, yang memberikan arti dasar kata ‘“Nikah” dengan makna
yang sama dan menambahkannya dengan makna ‘“memasukkan
dipakai dalam pengertian bersetubuh” (Ssa).*

Adapun menurut syara’: nikah adalah akad serah terima
antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling
memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera
rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli
figih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan
di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai
dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah darajat dan kawan-kawan

yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

)

KARs 31 il of oS Jadly ;}3 ) haai A
“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan
kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna
keduanya”.20
Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan
diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ijab
kabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya
kesepakatan dari kedua mempelai. Para ulama telah sepakat bahwa
menikah itu diperintahkan. Namun, mereka berbeda pendapat

mengenai hukumnya. Dalam hal ini para ulama terbagi kepada tiga

kelompok:

1% |mam Tagiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz 11, 36.
20 7akiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jiid 11, 48.
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Pertama, nikah wajib bagi setiap orang yang sudah mampu
untuk melakukannya sekali seumur hidup. Ini adalah pendapat Dawud
ad-Dabhiry, Ibnu Hazm dan lainnya. Dalil yang menjadi dasar pendapat
ini adalah dhahir nash-nash, baik berupa ayat al-Qur’an, maupun hadis
Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kelompok ini memahami
secara tekstual bahwa semua perintah tersebut menggunakan shigat
amar (bentuk perintah) dan setiap perintah menunjukkan wajib (a/-
aslu 17 al-amri lil wujub).

Kedua, nikah itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat ini adalah
pendapat Jumhur ulama. Pendapat kedua ini memahami perintah
nikah yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah kepada hukum
sunnah bukan wajib. Firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa’

ayat 3, berbunyi:

5 ST 50 1K O G 1,5536 st B v T s By

L

0% e 2 0% o Lo o% 7. A oz &FF 2% PN PR b
31 AU (SRS ST G 5 B30 190us5 T RAks OB ays &S

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”

! al-Qur’an, 04:03
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Ayat di atas, menurut pendapat kedua ini bukanlah
menunjukkan wajib. Karena dalam ayat di atas Allah mengaitkan
nikah dengan kemampuan, istita’ah. Artinya, barangsiapa yang sudah
mampu menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang belum mampu
untuk menikah, maka tidak mengapa ia tidak menikah. Oleh karena itu
menikah bukanlah wajib tetapi sunnah.

Ketiga, adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum
menikah berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Pendapat ini
adalah pendapat kuat pada madzhab Malikiyyah, Syafi’iyyah dan
Hanabilah.

Menurut pendapat ini, hukum menikah bisa wajib bagi mereka
yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga kalau
tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuata zina. Tidak ada
cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam
Qaidah Usuliyyah dikatakan: “Sesuatu yang tidak menyebabkan
terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka
sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”.

Nikah hukumnya bisa sunnah, bagi mereka yang syahwatnya
sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya
belum menikahpun ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina.
Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah.

Nikah juga bisa haram, bagi orang yang belum siap menikah,

baik secara lahir (menafkahi) maupun secara batin (berhubungan
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badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si wanita akan menderita
baik lahir maupun baitn. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi
orang yang bermaksud jahat dengan niatnya itu, misalnya ingin
menyakiti si istri dan keluarganya atau karena balas dendam dan
sebagainya.

Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti
disebutkan di atas, akan tetapi tidak menimbulkan madharat bagi si
istri. Jadi, apabila ia menikah, si istri tidak merasakan dampak negatif
yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu
menikah, dan kalaupun mau menikah, maka hukumnya makruh.?

Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama’ sepakat bahwa
mengenainya terdiri atas:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin. Bahwa akad nikah akan
dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan
menikahkannya.

c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila
ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Shigat akad nikah. Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-

laki.

22 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2011), 21-23.
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Kemudian yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan
adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya
terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala
hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi
menjadi dua, yakni:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang
ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan
orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk
sementara maupun untuk selama-lamanya.

Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad
nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat
dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
Namun menurut golongan Hanafi dan Hanbali, boleh juga saksi itu
satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian orang tuli,
orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.?®

2. Perkawinan Wanita Hamil
a. Batasan Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam
Dalam literatur Hukum Islam klasik tidak ada yang
menjelaskan  batasan-batasan perkawinan wanita hanil secara
defnititif. Batasan pengertian wanita hamil ini dapat diambil dari

ulasan-ulasan kitab hukum Islam dalam bab nikah sebagaimana yang

2% Ghozali, Figh Munakahat, 49-50.
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dikemukakan oleh Wahbah al Zuhayli memberikan gambaran
pengertian wanita hamil di bawah judul al-mar 'ah al-haamil min al-

zina menjelaskan:
S P b e A R ol (2 g SR SIS

Gl il ¥ oS5 wasds s o X @ #1590 S5 Sals EISTD)

Apabila wanita yang berzina tidak hamil maka boleh laki-laki lain
mengawininya. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad boleh

menikahi perempuan yang berzina walaupun hamil, tapi tidak
boleh berhubungan badan sampai melahirkan.

Dari teks tersebut tampak jelas bahwa al Zuhayli memberikan
pemahaman tentang pengertian perkawinan wanita hamil yang
diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perkawinan wanita
hamil akibat zina dengan mengkategorikan perkawinan wanita hamil
itu dilaksanakan baik dengan laki-laki yang menghamili atau dengan
laki-laki yang tidak menghamilinya.

Abdul Rahman Ghozali memberikan definisi tentang kawin
hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah,
baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-
laki bukan yang menghamilinya.?

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan

bahwa perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita

2*\Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu IX (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 6649
2> Ghozali, Figh Munakahat, 124.
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yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya
atau laki-laki yang bukan menghamilinya.
b. Hukum Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam
Dalam memberikan hukum perkawinan wanita yang hamil
akibat zina, para ulama Hukum Islam berbeda pendapat. Perbedaan ini
disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman dalil
larangan menikahi wanita pezina sebagaimana disebut dalam QS. Al-

Nur ayat (3):
3,55 3 00 ) Tasa ¥ 1 3,35 51 i Y1 255 Y o)

“magad) & 3 835
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan
yang an yang musyrik; dan perempuan yang berzina zina atau laki-

laki atas orang-orang yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki
yang ber musyrik, dan yang demikian itu diharamkan mukmin”

Dalam memandang ketentuan hukum yang termaktub dalam
ayat tersebut para ulama Hukum Islam berbeda pendapat, apakah al-
nahyu (larangan) dalam kata la yankihuha (tidak menikahi) bermakna
mencela atau menyatakan keharaman menikahi wanita pezina.?’

Jumhur ulama cenderung mengartikannya sebagai celaan,
bukan haram. Oleh karena itu mereka membolehkan menikahi wanita

pezina sebagaimana hadith berikut ini:

26 al-Qur’an, 24:03
%7 Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-Mutahid wa Nihayat al-
Mugtasid, (Beirut: Dar el-Fikr, tt), 11, 30
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Berkata kepada kami al Fadhl bin Musa. Dari Husain bin Wagqid,
dari ‘Umarah bin Abi Hafshah, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas ia
berkata: Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW
kemudian ia berkata: “Sesungguhnya istriku tidak pernah menolak
tangan laki-laki yang menyentuhnya (menggaulinya). Nabi berkata:
“cerailah dia” sahabat itu berkata kepada Nabi: “Aku takut nafsuku
tetap kepadanya (masih mencintainya)”, “kalau begitu gaulilah dia
(Jjangan engkau cerai)"

Substansi hadith tersebut yang dipegangi oleh jumhur ulama
karena Nabi SAW mencabut kembali perintahnya (agar laki-laki itu
menceraikannya), mengingat laki-laki itu mengatakan sangat
mencintai istrinya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina
tidak boleh untuk dinikahi kecuali oleh orang yang menzinainya
dengan bertendensikan pada Surat An-Nur ayat 3 di atas. Mereka
memakai ayat ini untuk hujjah karena melihat pada zahir ayatnya.

Dengan dalil yang sama, sebagian ulama yang lain
membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina karena melihat pada
mafhum-nya ayat tersebut. Bahwa sighat nafi (la yankihu) pada ayat

tersebut menunjukkan pada ketercelaan karena tidak pantasnya

%% Abu Daud, Sunan Abi Daud (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyah, tt), 234.
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seorang mukmin menikahi perempuan pezina dan sebaliknya, bukan
menunjukkan pada keharaman.
Dan lagi ayat ini menurut sebagian ulama itu mansukhah atau

dinaskh (tidak diberlakukan) dengan turunnya ayat 32 Surat An-Nur.
T8 153585 0) 05 1St (e Giombally 80 1 1555

2 s 2l A1y akiad e A Y
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang vyang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui.
Al-Ayama ialah perempuan yang tidak memiliki suami entah
seorang gadis atau janda dan pria yang tidak memiliki isteri dan Al-
Ayama ini bisa mencakup pada pezina pria dan wanita. Keterangan ini

dapat terdapat dalam Tafsir Sawi*® dan Tafsir Ayat al-Ahkam.*

Dalil lain ialah Surat An-Nisa ayat 24:
G o0 ATy oSGl i s f T S G ) Tl e Bl

oS0 -0-0

< . 0% ° ° o 2 _o% A o7 - PP
QW‘ wﬁwﬁsmgxyu \3;.:.,3 ol ‘.SJ/\: 19

* al-Qur’an, 24:32.

% Ahmad al-Maliki al-Sawi, Hashiyah al-Sawi ‘ala Tafsir al-Jalalayn, Juz 3 (Beirut Dar al-Kutub
al- limiyah), 156

*' Imam Muhammad Ali Al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-
Imiyah), 36-37
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Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (selain dari macam-macam wanita
yang tersebut dalam ayat sebelumnya) jika kamu berusaha dengan
hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena
kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah
maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. tetapi
tidak mengapa jika ternyata di antara kamu saling merelakannya,

setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui dan maha
bijaksana.

Maksudnya perempuan yang telah dicampuri (berzina)
kemudian menikah dengan orang yang mencampurinya atau bukan itu
hukumnya boleh karena termasuk ke dalam “Wa uhilla lakum ma
waraa-a dzalikum”.

Imam Shafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah
membolehkan menikahi wanita hamil zina sedang Imam Ahmad tidak
boleh kecuali ia bertaubat. Di kalangan para sahabat ada yang
berpendapat bahwa bila seseorang telah bertaubat sebenar-benarnya
taubat, meskipun sebelumnya ia seorang pezina maka boleh dinikahi.
Dalam hal ini Ibn Abbas pernah ditanya mengenai wanita pezina yang
kemudian taubat. Apakah ia boleh dinikahi? Sebelum Ibn Abbas
menjawab Anas memperingatkan bahwa perempuan pezina tidak
bolen dinikahi kecuali dengan laki-laki pezina. Ibn Abbas

memberikan sanggahan bahwa pertanyaan tadi tidak termasuk apa

%2 al-Qur’an, 04:24
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yang dikatakan oleh Anas. Dalam hal ini Ibn ‘Abbas memberikan
keputusan hukum yang jelas bahwa wanita pezina boleh dinikahi dan
ia yang akan bertanggungjawab.*®

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa wanita
pezina tidak boleh dinikahi. la mengemukakan peristiwa di masa Nabi
SAW, tentang kasus Marthad yang meminta Nabi SAW untuk
menikahi wanita pezina. Nabi SAW berpaling darinya, sehingga
diturunkan QS an-Nur ayat (3). Nabi SAW membaca ayat tersebut
kepadanya seraya berkata: "Kamu jangan menikahinya"3*

Pendapat al-Qaradawi ini cukup tegas, namun ia masih
memberikan jalan keluarnya, yaitu apabila mereka telah bertaubat
boleh dinikahi. Dan untuk mengetahui kesucian rahimnya mereka
harus melalui haid sekurang-kurangnya satu kali. *

Sama halnya dengan menikahi wanita pezina, ulama Hukum
Islam juga berbeda pendapat dalam melihat kedudukan hukum
perkawinan wanita yang hamil akibat zina (apakah zina dengan laki-
laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan
menghamilinya) Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan
wanita hamil akibat zina ini dapat dilihat dalam dua klasifikasi:

1. Perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan

menghamilinya. Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

**Sayyid Sabig, Figh al Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 11,86
** Yusuf al-Qardawi, al-Halal wa al Haram fi al Islam, (Beirut Maktabah al-Islamy, 1978), 181
** Yusuf al-Qardawi, al-Halal wa al Haram fi al Islam...., 181.
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a. Pendapat Shafi’iyyah. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa
perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan
perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Sama saja apakah
wanita yang berzina itu hamil atau tidak. Jika ia mempunyai suami,
maka bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan
apabila ia tidak mempunyai suami, maka bagi laki-laki lain boleh
untuk menikahinya. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan
hamil hukumnya makruh.*

Pendapat pertama®’ ini mendasarkan pendapatnya dengan ayat:

1) QS. An-Nisa' ayat 24;

S5 655 6 4S5
Artinya: Dan dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan
yang demikian itu (selain perempuan yang tersebut dalam ayat
sebelumnya).

Perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili
oleh orang lain, menurut Imam Shafi'i sebagaimana dikutip oleh
Mahjuddin, adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang
lain. Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab
(keturunan) bayi yang dikandung ternodai oleh sperma suaminya.

Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini

% Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Basri, al-Hawy al-Kabir fi Figh
Madhhab al-Imam al-Shafi i (Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyah, tt), 191
*” Ibn Taymiyah, Ahkam al-Zawaj (Beirut: Dar al-Kutub al-1imiyah, tt), 164
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ibunya.®® Sedangkan Abdurrahman Ba’lawi dalam Bughyat al-
Mustarshidin menguraikan pendapat berikut:

B i gy 45 31 S 8130 G e s 25 S

o

]
Artinya: Boleh menikahi wanita hamil sebab zina baik laki-laki yang
menghamili atau orang lain tapi makruh berhubungan badan.

Pendapat Imam Shafi’i ini juga dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziry, ia

menulis:

rod) e fas
Artinya: Wanita yang berzina maka tidak ada iddahnya. Dan boleh
menikahi serta berhubungan badan wanita hamil yang berzina

menurut pendapat yang lebih sah.

b. Pendapat Hanafiyyah

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil
akibat zina yang dilaksanakan dengan laki-laki yang bukan
menzinainya diperbolehkan. Hanya saja tidak boleh melakukan

setubuh sampai melahirkan.® Pendapat ini didasarkan pada:

*® Mahjuddin, Masail Fighiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam (Jakarta: Kalam
Mulia, 2005), 40.
** Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahid Ibn al-Hammam al-Hanafi, Syarh Fath al-Qadir (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), 111, 241.
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Perempuan pezina tidak termasuk perempuan yang diharamkan
untuk dinikahi. Oleh karena itu tidak ada halangan (mubah) untuk

menikahinya sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini:

S5 5T G T 9
Artinya: Dan dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan
yang demikian itu (selain perempuan yang tersebut dalam Qs.04
ayat 23).
Ayat di atas menjelaskan bahwa zina mengakibatkan tidak
dihargainya sperma, untuk itu tidak ada halangan menikah dengan
perempuan hamil akibat zina.
Larangan menyetubuhinya dalam hadith riwayat Ruwaifi lbn

Thabit al-Ansari, ia berkata, Rasulullah bersabda:
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Berkata kepada kami ‘Umar bin Hafsh al-Shaibani al-Basri.
Berkata kepada kami ‘Abdullah bin Wahb. Berkata kepada
kami Yahya bin Ayyub. Dari Robi’ah bin Sulaim, dari Yusr
bin ‘Ubaidillah, dari Ruwaifi’ bin Thabit. Dari Nabi SAW
bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari
Akhir (Kiamat), maka janganlah ia menuangkan maninya
kepada anak orang lain”.

0 Abu ‘Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, Jami’ al-Tirmidzi (Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyah,

tt), 200.
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Haramnya bersetubuh adalah karena penghalang yang bisa hilang.
Oleh karena itu tidak merusak perkawinan.
c. Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah.

Pendapat keduanya ini menyatakan bahwa wanita hamil karena
zina wajib ‘'iddah dan tidak sah akad nikahnya. Karena tidak halal
menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu
Yusuf dan Za’far dari kalangan Hanafiyyah.** Mereka mendasarkan
pendapatnya kepada:

1) Sabda Nabi SAW:

o U3 436 32 W T a3ty Ally e O 30
Artinya : “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir
(Kiamat), maka janganlah ia menuangkan maninya kepada anak
orang lain”.

2) Sabda Nabi SAW

.
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Artinya: “Tidak boleh digauli wanita hamil sampai dia melahirkan,

dan begitupula wanita yang tidak hamil sampai dia haid.”

1 1bn Qudamah, al-Mughniy. (Riyad: Dar Alam al-Kutub, tt), Juz ix, 561
2 Abu Daud, Sunan Abi Daud, 245.
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Dari hadith tersebut mereka mengatakan bahwa karena
wanita itu hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, maka haram
menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya.
Mengingat hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah
akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnva. Oleh karena
tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak
boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.

Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah mendasarkan
pendapat di atas pada fakta yang terjadi pada masa Rasulullah
SAW. Ada seorang laki-laki menikahi wanita, ketika ia
mendekatinya, laki-laki itu mendapati wanita tersebut telah hamil.
Masalah ini diajukan kepada Rasulullah dan beliau memisahkan
keduanya.*?

Kalangan Hanabilah menambahkan bahwa perempuan
hamil akibat zina di atas boleh dinikahi apabila memenuhi dua
syarat:

1) 'lddah-nya telah habis dengan melahirkan bayi yang
dikandungnya.

2) Perempuan tersebut telah taubat, karena sebelum melaksanakan
taubat ia tetap dihukumi sebagai perempuan pezina. Dan syarat

ini tidak ditemukan pendapat selain pendapat Imam Ahmad.**

3 1bn Qudamah, al-Mughniy, 561.
4 al-zuhayli, al-Figh al-Islamy, 1X, 6650



46

Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan

perkawinan. Bahkan menurut Ahmad Ibn Hanbal,*

sebagaimana
poin kedua di atas, bahwa wanita hamil karena zina harus
bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki
yang menghamilinya.

Senada dengan pendapat mereka, Ibn Qudamah*® mengatakan
bahwa perempuan yang melakukan zina, wajib ber-'iddah dengan
tujuan untuk membersihkan rahimnya sebagaimana dalam
pernyataannya "Apabila seorang perempuan telah disetubuhi secara
shubhat atau zina maka wajib ‘iddah sebagaimana ‘iddahnya
wanita yang melakukan persetubuhan shubhat, pendapat ini sesuai
dengan pendapat Hasan dan An-Nakha'i.*’

Begitu juga dengan pendapat yang dilontarkan Abu Abdillah
Muhammad al-Maghribi*® "Bahwa perempuan hamil karena zina
tidak boleh dinikahi, kecuali setelah rahimnya bersih, dan jika ia
melakukan perkawinan, maka perkawinannya itu harus di-fasakh".

Mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang
melangsungkan perkawinan, karena dia perlu ber-‘iddah sampai
melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti
bertujuan untuk menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu

keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.

> Abu Bakar Imam Tagqiy al-Din, Kifayat al Akhyar Juz I1.( Indonesia: Dar al-lhya’ al- Kutub al-
‘Arabiyyah, tt), 176

*® Ibn Qudamah, al-Kafy fi Figh al-lmam Ahmad Juz 11.(Beirut: Dar al-Fikr,tt), 115

*’ Ibn Qudamah, al-Mughniy, 237.

*® Abu Abdillah Muhammad al-Maghribi, Mawahib al-Jalil (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 328
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Oleh karena itu Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal
memberlakukan ‘iddah secara umum terhadap wanita hamil,
apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah ataukah
kehamilannya itu akibat hubungan seksual di luar nikah.

2. Perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang
menghamilinya.

Para ulama Hukum Islam sependapat bahwa perkawinan
antara laki-laki yang dihamilinya sendiri adalah sah.”® Ketentuan
ini juga tidak bertentangan dengan isi QS. an-Nur ayat 3 karena
mereka berstatus sebagai pezina.

Ibn Hazm, sebagamana dikutip oleh Safiudin Shidik,
memberikan syarat boleh keduanya menikah jika keduanya telah
bertaubat karena mereka berdua telah melakukan pelanggaran yaitu
zina. Pendapat Ibn Hazm ini disandarkan pada keputusan sahabat
Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukan zina. Seperti
keputusan yang diambil oleh Jabir dan Abu Bakar ketika keduanya
ditanya tentang hukum mengawini wanita hamil akibat zina. Pada
prinsipnya keduanya sepakat untuk membolehkan menikahinya.
Asalkan menurut Jabir, jika keduanya telah bertaubat dan
memperbaiki sifat-sifatnya. Sedangkan menurut Abu Bakar jika

telah dijatuhi hukuman dera.*

%9 Wahbah al-Zuhayli, al Figh al Islamy, IX, 6648
%0 Safiuddin Shidik, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer (Jakarta: PT
Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 134-135
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Sejalan dengan pendapat Hanafiyyah, Hasbullah Bakri
sebagaimana yang dikutip oleh Saifuddin Mujtaba, menjelaskan
bahwa wanita hamil karena zina wajib segara dinikahkan, dan
status perkawinannya sah.™

Namun ini bukanlah berarti bahwa seseorang Yyang
menghamili  wanita kemudian melaksanakan akad nikah,
masalahnya telah selesai. Sama sekali tidak. Karena mereka telah
melanggar hukum Tuhan, maka mereka wajib bertaubat. Yaitu
taubat nasuha, dengan istighfar, menyesali dan menjauhkan diri
dari dosa dan keduanya memulai hidup yang bersih tanpa dosa.
Sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubat hamba-Nya.>®

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin
hamil dijelaskan dalam Pasal 53 sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan
dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu
kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita
hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.>*

Dalam ketentuan pasal 53 KHI di atas perkawinan

perempuan hamil di luar nikah hanya dapat dilakukan dengan laki-

laki yang menghamilinya. Dalam perkawinan tersebut tidak perlu

> Hasbullah Bakri, Bunga Rampai Tentang Islam, Negara dan Hukum (Jakarta: Pedoman limu
Jaya, 1987), 86-87

%2 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, 11, 85.

5% Slamet Abidin, Figh Munakahat, 136-137.

> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 16.
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menunggu habis masa iddah, dan tidak diperlukan perkawinan
ulang setelah anak tersebut lahir.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa ketentuan tentang
nikah hamil dalam KHI ini sengaja dirumuskan dengan singkat dan
agak umum. Maksudnya untuk memberi keluasan bagi pengadilan
untuk mencari terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan
rasional.”®

Dengan dilegalkannya perkawinan dengan perempuan yang
dalam keadaan hamil ini juga untuk memberikan kepastian pada
kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak
tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang
menghamili ibunya.

3. Magasid al Shari’ah
a. Pengertian Magasid al Shari’ah
Magasid al-shari’ah, dalam arti bahasa (etimologi), terdiri

dari dua kata, yaitu magasid dan al-shari’ah. Secara bahasa

(etimologi) kata magasid (+\is' ) adalah bentuk plural (jama') dari
kata magsad (veisd\ ). Kata magsad (~2i ) sendiri adalah bentuk

masdar mim dari kata kerja gasada yaqgsidu gasdan wa magsadan (

lheadeg — Iuaad — Lol — A28 ), atau bisa jadi terderivasi dari isim makan

%> M.Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenanganda Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika,
2005), 42.
*® Busriyanti, Figh Munakahat (Jember: STAIN Press, 2013), 218.
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al magsid (~ea)*’ Kata tersebut memiliki beberapa makna, di

antaranya:

Pertama, bermakna Istigamat al Thariq ( 3. ity yang

berarti jalan yang lurus, hal tersebut sebagaimana penggunaannya

pada QS an Nahl ayat 09: .= i Je5 maksudnya adalah hak

bagi Allah menerangkan jalan yang lurus.*®

Kedua, bermakna al/ I'tizam, al I'timad, wa Thalab al Syai’i
wa Ityanuhu (48l el llay dlac Yy &) 5YY), yang berarti
berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatanginya,
kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam suatu

redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; .z > oo Ol Cuaid
&), kata inilah yang lebih mendekati makna atau makna

pokok/asal untuk kata tersebut.

Selanjutnya magasid dari sisi terminologis, mengandung
pengertian; sebagai sesuatu yang dikehendaki dari proses
pentasyri'an beberapa hukum, atau dapat dikatakan juga, bahwa
yang dimaksud maqgasid adalah keinginan tercapainya sesuatu yang

dikehendaki dari sebuah pentasyri'an hukum.®® Sedangkan Shari’ah

> Nuruddin. Al Khadimi, Z/mu al Magasid al Shar’iyah (Riyadh: Maktabah al Ubaikan, 2001) 13.

*8 Abdurrahman Ibrahim Zaid al-Kailaniy, Qawa’id al Maqasid ‘inda al Imam al Shatibi
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 44.

*° Yusuf Ahmad al Badawiy, Magasid al Shari’ah ‘Inda Ibnu Taimiyyah (Yordania: Dar al-Nafais,
1999), 43.

® Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, Z/mu Maqasid al shari’ah (Riyadh: al

Mamlakah al 'Arabiyyah al Saudiyyah, 2002), 20.
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secara bahasa berarti sWl Ji ,eu avlselt yang berarti jalan menuju

sumber air.®' Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan
sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan pengertian maqgasid al Shari’ah secara istilah
dapat diambil dari beberapa perkataan para ulama’, di antaranya
Imam al-Ghazali mendefinisikan bahwa tujuan syara’ untuk
makhluk ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta mereka.®

Sementara Imam Al Amidi mendefinisikan lebih singkat, yaitu
tujuan syari‘at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak
kemafsadatan atau kombinasi keduanya.”® Imam a/ Shatibi
menyatakan bahwa Allah sebagai shari” memiliki tujuan dalam
setiap hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan
akhirat.** Sedangkan Ibnu ‘Asyur mendefinisikan magasid al
Shari’ah sebagai berikut;

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan

dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan

hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis
hukum tertentu sehingga syari‘ah yang terkandung dalam
hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum

yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga
dalam banyak bentuk hukum.®®

®!Jamaluddin Muhammad ibn Mukram ibnu Manzhur Al Afriqi, Lisan al ‘Arab VIII, (Beirut: Dar
ash-Shadr, 1994), 176.

%2 Abu Hamid bin Muhammad al Ghazali, A/ Mustasta min “ilm al Usil (Beirut: Dar Sadir, tt),
287.

® Abu al Hasan Al Amidi, a/ Ihkam £i usil al ahkam (Riyadh: Muassasah al Nur, 1968), 271.

* Al- Shatibi, Al-Muwafaqat fi Usil al-Shari’ah (Beirut:Dar al Ma’rifah, 1975), 37.

® Muhammad Thohir Ibnu ‘Asyur, maqasid al Shari’ah al Islamiyyah (Tunisia: Al Syirkah al
Tunisia Li al Tauzi’, 1979), 51.
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan sebuah
definisi yang utuh tentang Maqasid al-shari’ah yaitu: sebuah ilmu
yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki
oleh al shari' dari pentashri'an hukum dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Magqasid al Shari’ah menurut Imam al Shatibi

Menurut Imam Shatibi, Allah menurunkan shari’at (aturan
hukum) tiada lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tak
satupun hukum Allah dalam pandangan a/ Shatibi yang tidak
mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama
dengan taklif ma la yutlag (membebankan sesuatu yang tak dapat
dilaksanakan).® Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-
hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan a/ Shatibi ini,
Fathi al-Daraini memperkuatkannya. la mengatakan bahwa hukum-
hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan
dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.®’

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa
tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun
hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah
melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.®® Ajaran (doktrin)

magqasid al-shari’ah al Shatibi, menurut Khalid Mas’ud adalah

®® Al- Shatibi, Al-Muwafaqgat, 150.

57 Fathi al-Daraini, a/-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’ (Damsyik: Dar al-
Kitab al-Hadis, 1975), 28.

®® Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1985), 366.
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upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-
tujuan hukum.®

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua
bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung
dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk
yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.”
Kemaslahatan itu, oleh a/ Shatibi dilihat pula dari dua sudut
pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

1. Magqasid al-Shari’ (Tujuan Tuhan)
2. Magqasid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).”*

Shatibi kemudian membagi magasid ini kepada tiga bagian
penting vyaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan
tahsiniyyat (tersier). Maqasid al- Daruriyyat dimaksudkan untuk
memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu:
agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal)
dan agal (al-aql).”” Magasid al-hajiyyat dimaksudkan untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap
lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan Magqasid al-
tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang

terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

% Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad: Islamic Research Institut,
1977), 223.
’® Husein Hamid Hasan, Nazariyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, (Mesir: dar al-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1971), 5.
Y Al- Shatibi, Al-Muwafagat...., 5.
"2 Al- Shatibi, Al-Muwafaqgat..., 7-8.
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Tidak terwujudnya aspek daruriyyat dapat merusak
kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.
Pengabaian terhadap aspek hajiyyar tidak sampai merusak
keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada
kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.
Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyyat membawa upaya
pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh,
dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain
mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek daruriyyat, keharusan
menghadap ke kiblat merupakan aspek Aajiyyat, dan menutup aurat
merupakan aspek tahsiniyyat.”

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai
pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga
tingkat magasid di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi
Shatibi tingkat hajiyyat adalah penyempurna tingkat daruriyyat.
Tingkat tahsiniyyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat
hajiyyat. Sedangkan daruriyyat menjadi pokok hAajiyyat dan

tahsiniyyat."

"3 Ali Hasaballah, Usul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1976), 297.
™ Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqashid Syari’ah menurut Imam Al-Syatibi (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1996), 72.
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C. Kerangka Konseptual
Agar tidak terlalu melebar dan untuk menghilangkan ketidakfokusan
penelitian ini, maka penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual

sebagaimana berikut;

TABEL 1

Perkawinan Wanita Hamil

[ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam]

!

[Maqujd al Shari’ah Imam al Sb;tibj

A 4

[ Kesimpulan ]




BAB IlI
PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM

ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kompilasi” berarti
“kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi,

karangan dan sebagainya)”®’

. Istilah ini berasal dari Bahasa Inggris
“Compilation” dengan arti “karangan tersusun dari kutipan buku-buku
lain”.%® Sedangkan dalam kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun
oleh S. Wojowasito kata “Complatie” dalam bahasa Belanda
diterjemahkan menjadi “Kompilasi” dengan keterangan tambahan
“kumpulan dari lain-lain karangan™.®®

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau
dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari
berbagai bahan tertulis yang diambil dari buku atau tulisan mengenai
suatu persoalan tertentu. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka
Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan hukum Islam yang

disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau

pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

%7 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.

%83, Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris
(Jakarta: Hasta, 1982), 88.

%9's. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981), 123.
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh
Instruksi Presiden Nomor 1 Tanggal 10 Juni 1991 tidaklah memuat
hukum-hukum Islam secara keseluruhan, tetapi hanya meliputi hukum
perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, yang telah
diterima baik oleh alim ulama’ Indonesia pada lokakarya yang
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk
digunakan oleh instansi dan masyarakat yang memerlukannya.”

Bila melihat pengertian di atas, kompilasi tampaknya tidak selalu
berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum
sebagaimana halnya kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks hukum,
kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang
memuat uraian-uraian atau bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau
juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, kompilasi memang berbeda
dengan kodifikasi, namun secara substansi keduanya sama-sama sebagai
sebuah buku hukum.™

Perbedaannya terletak pada adanya hukum dan kesatuan hukum.
Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut
dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam
bentuk Kitab Undang-Undang (wetbook), seperti Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lain-lain.

Jadi, selain kesatuan hukum dan penyederhanaan hukum dalam satu

® Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama-Departemen Agama RI, 2000), 2.
™ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademia Presindo, 2004),
12
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buku, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan atau kepastian hukum untuk
menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.”
2. Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi
Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan
Kompilasi Hukum Islam. Diktum instruksi tersebut menyatakan:

Pertama, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri
dari:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
b. Buku Il tentang Hukum Kewarisan
c. Buku Il tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima dalam lokakarya di Jakarta pada 2-5
Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi masyarakat yang
memerlukannya.

Kedua : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan
dengan penuh tanggungjawab.

Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:
a. Bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada 2-5

Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi

Hukum Islam, yaitu Buku | tentang Hukum Perkawinan, Buku II

23CT. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 83. Lebih jelasnya baca
C.S.T. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 72-73.

”® Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Istam di Indonesia, 2.
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tentang Hukum Kewarisan, dan Buku Il tentang Hukum
Perwakafan.

b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh
instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-
masalah di bidang tersebut.

c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam
huruf (a) perlu disebarkan.”

Sesuai dengan maksud dikeluarkannya Instruksi Presiden adalah
soal penyebarluasan Instruksi Presiden tersebut. Dalam instruksi tersebut
tidak dijumpai adanya penegasan yang jelas bekaitan dengan kedudukan
dan fungsi kompilasi tersebut, demikian pula tidak ada penegasan bahwa
kompilasi itu merupakan lampiran dari instruksi presiden dimaksud
sebagaimana lazimnya dijumpai dalam instruksi serupa sehingga ia
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Inpres yang bersangkutan.
Hanya saja dalam konsideran, disebutkan bahwa kompilasi ini oleh
instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah
di bidang tersebut, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan
hukum perwakafan. Berdasarkan penegasan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa fungsi kompilasi tersebut adalah sebagai pedoman.

" Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Istam...., 2.
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Selanjutnya yang menjadi landasan dari kompilasi tersebut adalah
Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991
tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Rl No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10
Juni 1991. Dalam diktum Keputusan Menteri Agama tersebut.

Pertama: seluruh instansi Departemen Agama dan instansi
pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi
Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan
Perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalan diktum Inistruksi
Presiden RI No. I tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan
oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam
menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua: seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama,
dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan,
kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi
Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan
lainnya.

Ketiga: Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat: keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.”

> Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Istam...., 6-7
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Hal yang perlu diperhatikan dari keputusan Menteri Agama itu
ialah pada diktum kedua yang berkaitan dengan fungsi Kompilasi Hukum
Islam yang intinya agar seluruh lingkungan instansi (terutama Peradilan
Agama) sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut
di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Kata-kata “sedapat
mungkin" dalam keputusan Menteri Agama ini Kiranya mempunyai
kaitan dengan kalimat "dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991, yang harus diartikan dalam arti bahwa kompilasi
ini hanya dipakai jika kondisi memungkinkan, akan tetapi suatu anjuran
untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian masalah-
masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di kalangan
umat Islam.

Selain itu dalam keputusan Menteri Agama ini juga disebutkan
bahwa penggunaannya adalah "di samping" peraturan perundang-
undangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesederajatan kedudukan
kompilasi ini dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan
dan perwakafan yang sekarang berlaku serta dengan ketentuan
perundang-undangan kewarisan yang akan ditetapkan berlakunya bagi
umat Islam.

Ketentuan yang demikian harus dipandang sebagai ketentuan yang
bersifat umum dan lebih banyak bersifat prosedural. Sedangkan

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan ketentuan khusus yang
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berfungsi sebagai ketentuan substansial. Menurut Abdurrahman ada tiga

fungsi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu:

a. Sebagai suatu langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan
kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk
warga masyarakat. Hal ini penting, mengingat mayoritas penduduk
Indonesia beragama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang
sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan
materi hukum nasional yang akan diberlakukan nantinya.

b. Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa
dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.

c. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam
yang berlaku baginya yang sudah merupakan rumusan-rumusan yang
diambil dari berbagai kitab yang semula tidak bisa mereka baca secara
langsung.”

Mengenai kelayakan Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan
sebagai pedoman atau pegangan dalam penyelesaian masalah di dalam
masyarakat khususnya di kalangan umat Islam, menurut Cik Hasan Bisri,
berhubungan secara timbal balik antara beberapa unsur. Pertama, unsur
Kompilasi Hukum Islam sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum
yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin

masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, masyarakat terutama

’® Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 60.
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terhadap Kompilasi Hukum Islam. Keempat, unsur kemudahan yang
diperoleh masyarakat dalam melaksanakannya.””

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam telah
menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang
digali dari sumber nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya.
Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan ketentraman batin kepada
masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang
dipandang sebagai sesuatu yang sakral. la juga mengakomodasi berbagai
pandangan dan aliran pemikiran di bidang figh yang secara sosiologis
memiliki pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan
demikian ia layak dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian
masalah di masyarakat.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara
partisipatif la disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim
dan para pemimpin masyarakat (ulama’, zu’ama’, dan cendekiawan)
yang representatif. Mereka adalah kelompok yang memiliki
tanggungjawab moral untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam
kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi
kemasyarakatan melalui berbagai media. Dengan demikian kompilasi ini
layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan,

kewarisan dan perwakafan yang diteladani oleh masyarakat.

" Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional
(Jakarta: PT Logos Wacana IImu, 1999), 15.
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3. Pendekatan Perumusan Kompilasi Hukum Islam
Perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memiliki tujuan
untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Pengadilan

Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh bangsa

Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian tidak ada lagi

kesimpangsiuran dalam keputusan Pengadilan Agama, yakni terjadinya

keputusan yang berbeda untuk kasus yang sama akibat referensi hakim
dari berbagai kitab figh. Untuk itu dilakukan usaha-usaha yang ditempuh
melalui berbagai jalur dengan rujukan sebagai berikut:

a. Kitab-kitab figh dari berbagai madhhab yang mempunyai otoritas
terutama di Indonesia yang jumlahnya 38 buah dan diteliti oleh 7
IAIN. Pokok-pokok hukum materil yang diteliti meliputi 160 masalah
dalam bidang keluarga yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah.
wakaf serta shadagah.

b. Wawancara dengan tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Ulama yang
dipilih adalah yang benar-benar diperkiraan berpengalaman cukup dan
berwibawa. Wawancara ini dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Tinggi
Agama yaitu di Banda Aceh, Medan, Padang. Palembang, Bandung.
Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujungpandang, dan Mataram.

c. Penelitian yurisprudensi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama

yang telah dihimpun dalam 16 buku.
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d. Studi perbandingan yang dilaksanakan di Timur Tengah yaitu
Maroko, Turki, dan Mesir. Informasi bahan masukan yang diperoleh
yaitu sistem peradilan, masuknya shariah law dalam arus tata hukum
nasional, serta sumber-sumber hukum materil yang menjadi pegangan/
terapan hukum di bidang ahwal al-shakhsiyah yang menyangkut
kepentingan kaum muslimin.

e. Masukan-masukan spontan dari Syuriah NU Jawa Timur yang
mengadakan 3 kali bah'thul masail di tiga pondok pesantren, yaitu di
Tambakberas, Lumajang, dan Sidoarjo, serta dari Majelis Tarjih
Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang Kompilasi Hukum
Islam.™

Demikianlah sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan
Kompilasi Hukum Islam yang relatif lengkap mulai dari kitab-kitab figh
klasik dan modern, pendapat dan pemikiran ulama Indonesia, produk
berupa fatwa dan putusan pengadilan, serta hukum yang berlaku di
berbagai negara muslim di dunia. Diharapkan kompilasi tersebut aspratif
dalam menjawab tuntutan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat
dan bangsa Indonesia yang senantiasa dihadapkan kepada perkembangan
dan kemajuan. Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai
dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan
penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam oleh tim yang ditentukan.

Kemudian diajukan dalam lokakarya nasional yang diadakan khusus

"8 Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukun Islam, 139-14S.
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untuk penyempurnaannya, pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta.
Pelaksanaan lokakarya ini diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia,
Yang terdiri dari para Ketua Umum MUI Propinsi, Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Islam se-Indonesia, beberapa rektor IAIN, beberapa dekan
Fakultas Syariah 1AIN, sejumlah wakil organisasi Islam, serta sejumlah
ulama dan cendekiawan muslim baik di pusat maupun di daerah, serta
tidak ketinggalan pula wakil dari organisasi perempuan.”

Menurut Amir Syarifudin, lokakarya ini memperlihatkan puncak
perkembangan pemikiran figh di Indonesia karena pada kesempatan
itulah hadir para ulama figh dari organisasi Islam, ulama figh dari
perguruan tinggi, masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan
ulama figh ikut dalam pembahasan tersebut, sehingga patut dinilai
sebagai ijma’ ulama Indonesia.®

Adapun metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam
perumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut, menurut Cik Hasan Bisri,
secara substansial dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumusan Kompilasi
Hukum Islam memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global
serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum
Eropa kontinental) dan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu,

dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum

" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 46-47.

8 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990),
138.
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lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Kompilasi
Hukum Islam merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas
Indonesia atau dengan perkataan lain, Kompilasi Hukum Islam
merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.

Menurut Yahya Harahap, salah seorang yang terlibat langsung
dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, perumusan kompilasi
tersebut bukan dilaksanakan secara suka hati oleh panitia, tetapi diuji
pada batas patokan yang telah ditentukan terlebih dulu. Patokan-patokan
pendekatan yang ditetapkan dicari dari berbagai sumber dan pendapat
yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan pandangan dan
pemikirannya. Pandangan dan pemikiran itu diuji kebenarannya dengan
realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam
dari masa ke masa.

Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sumber utama adalah al-Qur'an dan Sunnah

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam mengambil
sumber utama nas al-Quran dan Sunnah. Melalui pendekatan yang
menitiksentralkan kepada nas-nas al-Qur'an dan Sunnah, sejak semula
penyusunan perumusannya melepaskan diri dari ikatan pendapat berbagai

madhhab yang ditulis dalam kitab-kitab figh.

8l Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum

Islam", dalam Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam..., 30-49.
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Meskipun perumusan mengacu kepada sumber nas, dilakukan

langkah-langkah yang dipedomani:

1)

2)

Sepanjang nas bersifat gat'i terbatas kemungkinan untuk rumusan nas
telah sarih dan tafsil, kandungan hukumnya dianggap sudah gat7,
sehingga hukumnya tidak dapat diubah, misalnya ketentuan tentang
larangan kawin dalam QS. al-Nisa' 23 dan bagian porsi warisan anak
laki-laki apabila dengan anak perempuan dalam QS. al-Nisa' ayat 11.

Sepanjang bersifat zanni dan boleh, terbuka kemungkinan untuk
menafsirkan dan melunturkan berdasar acuan ini. Dalam pasal 40
ditegaskan larangan kawin pria muslim dengan wanita non-muslimah,
tanpa mengecualikan Kkitabiyah. Berarti wanita kitabiyah, karena
tergolong non-muslimah, maka termasuk dilarang untuk dikawini,
walaupun ada pendapat bahwa dalam keadaan tertentu dibolehkan

berdasarkan QS. al-Maidah ayat 5.

b. Merumuskan yang tidak terdapat dalam nas.

Tentang patokan ini sudah berlangsung sejak zaman dulu.
Dalam keadaan seperti ini hukum Islam dapat dikembangkan secara
selektif dan hati-hati untuk menerima bentuk-bentuk baru sesuai dengan
tuntutan zaman dan masyarakat. Cara penerimaan ini dilakukan melalui
ijma’ dan ijtihad, yang pada masa sekarang ini perlu dimanfaatkan
terutama penggunaan istislah dan istihsan untuk mengembangkan

hukum yang berpotensi mendatangkan kemaslahatan
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c. Mengutamakan pemecahan masa Kini.

Dengan cara pendekatan ini, pelaksanaan perumusan Kompilasi
Hukum Islam diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan
masyarakat. Jadi, di samping mengambil sumber dari al-Qur'an dan
Sunnah, dan menjadikan doktrin kitab-kitab figh sebagai orientasi,
memang sejak semula telah ditetapkan perumusannya itu berpatokan
pada pendekatan:

1) Menjauhkan diri dari pengkajian perbandingan figh yang berlarut-

larut.

2) Mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis,
dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan
umum yang luas. Misalnya kalau selama ini cerai talak dianggap
sebagai individual affair dan hak suami, maka oleh Kompilasi Hukum
Islam ditertibkan melalui pasal 115, bahwa perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Demikian pula
ketentuan Pasal 56 Ayat (1) yang mengharuskan suami harus
mendapatan izin dari Pengadilan Agama apabila hendak beristri lebih
satu orang.

d. Unity dan variety

Barangkali ada yang memberi gambaran yang menyatakan atas
kelahiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan gejala
keterasingan masyarakat Islam Indonesia dari dunia Islam. Atau dengan

sengaja masyarakat Islam Indonesia memencilkan diri dari dunia Islam



70

yang lain. Menurut anggapan mereka, kehadiran Kompilasi Hukum Islam
mengandung berbagai ketidaksamaan dengan hukum Islam yang
diterapkan di dunia luar. Seolah-olah Indonesia membentuk madhhab
sendiri, lain daripada madhhab yang telah ada sebelumnya.

Pendapat ini jelas tidak memahami sejarah dan kenyataan. Sejak
kehadiran Islam 14 abad silam, sejarah telah mengantarkan
perkembangan Islam di seluruh penjuru dunia, dalam bentuk sosiologis
unity dan variety, yakni satu dalam keberagaman. Dalam hal-hal yang
menyangkut pondasi agidah dan keimanan, dunia Islam adalah satu
(unity), akan tetapi dalam hal yang menyangkut penetapan hukum di
bidang huqug al- ‘ibad (muamalah), Islam memiliki corak yang beragam.

Dari gambaran fakta sejarah Islam yang diutarakan, kehadiran
Kompilasi Hukum Islam tidak perlu dianggap sebagai gejala pemencilan.
Kehadirannya lebih bersifat menggambarkan dinamika Islam pada
umumnya. Atau bisa dianggap bahwa Kompilasi Hukum Islam
terkualifikasikan sebagai figh Indonesia yang tumbuh dan berkembang di
bumi Indonesia. Namun suatu hal pasti, kehadirannya sebagai figh
Indonesia tidak pernah mengurangi dan melenyapkan sifat keabadian dan
keuniversalan nilai-nilai normatifnya. Sebab nilai-nilai yang terkandung
dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri lebih bersifat umum secara
fundamental sebagaimana dia diturunkan. Sifat umum dan
fundamentalnya tetap sama dan tidak berbeda-beda sebagai inti yang

terdapat dalam dunia Islam yang lain, hanya wawasan dan kelenturannya
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yang dikembangkan dan diaktualkan sesuai dengan situasi dan kondisi
serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Atas landasan pendekatan ini,
rumusan Kompilasi Hukum Islam tidak perlu menjiplak apa yang telah
baku dan standar ala kitab-kitab figh. Juga tidak harus seperti di Saudi
Arabia, Mesir, Iran, atau Pakistan. Tetapi memodifikasi serta
merelevankan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Indonesia.

Memang sudah lama ada kehendak yang menginginkan
terwujudnya suatu sistem hukum Islam Indonesia. Hazairin, misalnya,
sudah pernah mengajukan penyusunan figh Indonesia yang berorientasi
kepada kenyataan kesadaran dan kepentingan masyarakat Indonesia.
Menurutnya hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia kebanyakan
ajaran figh yang sarat dengan muatan-muatan nilai dan adat kebiasaan
bangsa Arab atau Timur Tengah. Oleh karena itu belum tentu sesuai dan
relevan dengan keadan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pandangan
serupa juga pernah dilontarkan oleh Hasby as-Shiddieqy.®* Dengan
demikian maka keberadaan Kompilasi Hukum Islam tidak perlu
diperdebatkan.

e. Pendekatan kompromi dengan hukum adat.

Pendekatan ini dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam

digunakan untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak

dijumpai nasnya. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur

8 Nouruzzaman Shiddigi, Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 234-

235.
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berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di
samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa
kemaslahatan, ketertiban serta kerukunan dalam masyarakat Indonesia.
Sebagai contoh adalah harta bersama dalam perkawinan, yang tidak
dijumpai nasnya. Padahal harta bersama dalam perkawinan merupakan
hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Lembaga itu
sedemikian rupa nilainya sehingga benar-benar menegakkan asas
keseimbangan persamaan hak dan kedudukan.

Jika disikapi dari aspek politis, keberadaan Kompilasi Hukum
Islam sendiri merupakan bagian dari kebijakan politik hukum
pemerintahan Orde Baru yang berusaha mengadakan pembaruan di
bidang hukum secara umum, melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.

Secara bertahap usaha itu dilakukan pada bidang tertentu dengan
cara memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, dan berimplikasi
terhadap unifikasi beberapa produk hukum yang menyangkut hajat
hukum umat Islam, seperti terlihat dalam penyusunan UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama, termasuk Inpres Nomor 1 Tahum 1991 tentang
penyebaran KHI itu sendiri.®

B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam membicarakan perkawinan menurut Hukum Islam, ada 3 (tiga)

asas yang harus diperhatikan, yaitu:

8 Uraian tentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang menyangkut dengan politik hukum lihat
Nur Ahmad Fadhil Lubis, A History of Islamic Law in Indonesia (Medan: IAIN Press, 2000),
178-179
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1. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana
jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenamya sejak dulu ditentukan
oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan

2. Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana
seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu
dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang menikah.

3. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya
dicatatkan.®*

Dalam berbagai asas di atas, poin ketiga ialah salah satu yang penting,
yakni setiap perkawinan itu dicatat. Hal ini menjadi pertimbangan asas
legalitas. Akan tetapi dalam proses pencatatan perkawinan wanita yang hamil
Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa hal yang signifikan agar
perkawinan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dalam aturan
perkawinan wanita hamil, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
53 ayat (1):

"Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya”

Ayat (2):

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya"

Pasal 53 ayat (1) di atas memberikan pengertian bahwa wanita hamil
di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kata "dapat” dalam pasal 53 ayat (1) tersebut tidak mempunyai makna

# Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukum kewarisan, Hukun Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Gralika, 1995), 34
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alternatif kebolehan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau
dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, akan tetapi kata “dapat™ tersebut
mempunyai makna alternatif bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah
boleh untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan
demikian ketentuan dalam Pasal 53 di atas membatasi perkawinan wanita
hamil hanya diperbolehkan dengan pria yang menghamilinya.®® Ketentuan
ini, menurut Abdul Manan, sejalan dengan firman Allah dalam QS an-Nur
ayat (3) dikemukakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini
melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik,
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan dengan laki-laki yang
berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharapkan atas orang-
orang mukmin. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan perkawinan
dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan
pengecualian, karena laki-laki yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh
mereka. Bahkan, Manan menegaskan kalau selain laki-laki yang menghamili
perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.®®

Sedangkan ayat (2) memberikan pengertian bahwa perkawinan wanita
hamil di luar nikah dapat dilangsungkan tanpa melihat usia kandungannya.

Dari elaborasi di atas dapat dinyatakan bahwa perkawinan wanita

hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan

8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), II,
510.
8 Abdul Manan, Aneka Masalah lukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 38
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wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa
melihat usia kandungannya.
C. Implementasi Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum

Islam

Implementasi perkawinan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum
Islam meliputi dua hal. Pertama, implementasi perkawinan wanita hamil
dalam kebolehan hukumnya. Kedua, implementasi perkawinan wanita hamil
dalam hal pencatatan administrasinya.

Implementasi perkawinan wanita hamil dari sisi kedudukan
hukumnya dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1):’

“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan yang
menghamilinya”

Ayat (2):

"Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya™.

Ayat (3):

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Dalam diktum pasal 53 ayat (1) di atas tampak dengan jelas bahwa
perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya
diperbolehkan. Diktum ayat (2) memberikan pengertian bahwa
diperbolehkannya wanita hamil dalam sisi implementasinya tidak melihat
batas usia kandungannya. Sedangkan diktum ayat (2) memberikan pengertian

bahwa perkawinan wanita hamil yang telah dilangsungkan tidak

mensyaratkan adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

87 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 16.
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Dari elaborasi implementasi perkawinan wanita hamil di atas, dapat
dinyatakan bahwa kedudukan hukum implementasi perkawinan wanita hamil
menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:
1. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya
diperbolehkan.
2. Implementasi penikahan wanita hamil tanpa melihat usia kandungannya.
3. Perkawinan wanita hamil yang telah dilangsungkan tidak diperlukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir
Adapun implementasi perkawinan wanita hamil dari sisi pencatatan
administrasinya dapat dilihat dalam pasal 5, 6, dan 7. Dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dinyatakan: %

"Agar terjamin Kketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat"

Ayat (2)

"Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai
pencatatan nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954"

Pasal 6 ayat (1): *°
"Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat
nikah"

Pasal 7 ayat (1): %
"Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
pegawai pencatat nikah."

% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam...., 2.
% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam...., 3.
% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam...., 3.
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Ketiga pasal di atas pada dasarnya merupakan derivasi Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) yang
menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku."

Implementasi teknis pencatatan perkawinan yang telah ditunjukan
oleh Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 termuat dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan
perkawinan. PMA tersebut menjadi pedoman dan petunjuk teknis operasional
pencatatan perkawinan bagi penghulu KUA Kecamatan seluruh Indonesia.

Dari uraian tentang implementasi pencatatan administrasi bagi
perkawinan wanita hamil di atas. Tampak dengan jelas bahwa bentuk
perkawinan tersebut tidak diatur dalam pencatatanmya. Dengan demikian dari
sisi pencatatan administrasinya tidak dapat dibedakan antara perkawinan yang
mempelai wanitanya tidak hamil terlebih dulu dengan perkawinan yang

mempelai wanitanya hamil terlebih dulu.



BAB IV

MAQASID AL SHART’AH IMAM AL SHATIBI

A. Biografi Imam Al Shatibi

Nama lengkap /mam al Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin
Muhammad Allakhami al-Gharnathi. la dilahirkan di Granada pada tahun
730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau
1388 M.®" Nama Shatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di
Shatibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. /mam al Shatibi tidak
lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Shatibah telah jatuh ke tangan
penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Shatibah
dan sebagian besar dari mereka melarikan diri ke Granada.®® Pada tahun
1247M, keluarga Imam Shatibi mengungsi ke Granada. Granada sendiri
awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang
sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani
Ahmar.

Kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa al Shatibi berada
dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri
berlangsung cukup lama, hal ini memberikan kemudahan bagi kekuatan

Kristen untuk melakukan penyerangan.®

8" Ahmad As-Sudani At-Tambakati, Nailu al-Ibtihaj bi Tathwir ad-Dibaj (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiah, tt), 46.

% Mustafa al-Maraghi, al-fath al-Mubin fi Thabagat al-Usuliyyin (Beirut: Muhammad Amin Ramj
wa Syirkah, 1974), 204,

8 Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha al-Andalus: Fatawa al-lmam a/-Shatibi (Tunis: Matba’ah al-
Kawakib, 1985), 26.
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Di saat Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari
kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan
bid’ah. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang
bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya
terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa itu juga
setiap ada orang yang menyeru kepada cara beragama yang sebenarnya malah
dituding telah keluar dari agama bahkan acap kali mendapat hukuman yang
sangat berat.

Imam al Shatibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada
saat itu. la mencoba meluruskan dan mengembalikan bid’ah ke sunnah serta
membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Hal lain yang
disoroti Imam al Shatibi adalah praktik tasawwuf para ulama saat itu yang
telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama
dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai
akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul dadanya bahkan
kepalanya sendiri. Imam al Shatibi bangkit mengharamkan praktik tersebut
karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut
Imam al Shatibi, setiap cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti
yang dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya adalah bathil dan
terlarang.*

Imam al Shatibi juga menyoroti ta’ashub berlebihan yang dipraktikan

para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab

% A[-Shatibi, al-I'tisam (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1982), 264.
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Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah
sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang
erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin
Abdurrahman ad-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-180H menjadikan
madzhab ini sebagai madzhab resmi negara.** Sekalipun Imam al Shatibi
seorang ulama Maliki bahkan Muhammad Makhluf menjadikannya sebagai
ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus® namun ia tetap menghargai
ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi.
B. Pendidikan Imam al Shatibi

Al-Shatibi adalah seorang yang sejak kecil tekun belajar. la mendalami
berbagai ilmu, baik dalam bentuk ‘u/um al-wasa’il wa’ulum al-maqasid
(metode esensi dan hakikat). Oleh karena itu tidak meleset apabila kemudian
dikatakan bahwa ia memiliki berbagai disiplin ilmu dan memahaminya secara
mendalam. A/-Shatibi adalah seorang ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli
figh di samping sebagai ulama ushul figh.

Al-Shatibi memulai penimbaan ilmu dengan belajar dan mendalami
bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab ia terima dari Abu Abdillah Muhammad
lbn Fakhr al-Biri, Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Syabti** dan Abu
Ja’far Ahmad al-Syaqrawi. Ulama terakir ini mengajarkan kepada a/-Shatibi

kitab Sibawaih dan Alfiah Ibn Malik di Granada.

% Muhammad Fadhil Ibn Asyur, A’lam al-Fikr al-Islamy (Tunisia: Maktabah an-Najah, tt), 10.

%2 Muhammad Makhluf, Syajarah an-Nur az-Zakiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1928), 231.

% Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophy (Islamabad: Islamic Research Institut,
1977), 100.
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Pengetahuan yang memadai tentang hadis ia terima dari Abu al-Qasim
Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani. Melalui al-Tilimsani, al-Shatibi
mempelajari al-Jami’ al-Shahih al-Bukhari dan al-Muwatta’ karangan Imam
Malik.** llmu kalam dan falsafah diperolehnya dari Abu Ali Mansur al-
Zawawi dan ilmu ushul figh diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad Ibn
Ahmad al-Miqarri dan dari imam ternama mazhab Maliki di Spanyol Abu
Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani.*®

Di samping itu, a/-Shatibi mendalami pula ilmu falak, mantiq, debat
dan sastra. Pengetahuan sastra ia terima dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi,
salah seorang sastrawan Spanyol.*

C. Murid-murid Imam al Shatibi

Sebagai seorang ulama, a/-Shatibi telah menjadi rujukan masyarakat
dan pemerintah pada waktu itu dalam memecahkan permasalahan-
permasalahan keagamaan atau permasalahan kenegaraan yang memerlukan
tilikan keagamaan. Hal ini di samping telah melibatkan a/-Shatibi secara
langsung dengan perkembangan realitas sosial kemasyarakatan, juga telah
mendorongnya untuk senantiasa mengembangkan ilmunya dengan belajar

sendiri.’’

% al-Ajfan, Min Atsar Fugaha, 36.

* Al-Tilimsani yang nama lengkapnya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Yahya lbn Ali lbn
Muhammad Ibn Qasim al-Aluni al-Syarif al-Tilimsani adalah ahli figh dan ahli ushul figh
bermazhab Maliki ia terkenal berpengetahuan luas tentang tasawuf dan falsafah. Diduga al/-
Shatibi juga memperoleh pengetahuan tantang dua disiplin ilmu ini dari al-Tilimsani. Karya
tulisnya bidang ushul figh adalah Miftah al-Ushu!l fi Bina’ al-Furu’ ala al-Usul. Lihat Mustafa
al-Maraghi, al-fath al-Mubin fi Thabagat al-Usuliyyin (Beirut: Muhammad Amin Ramj wa
Syirkah, 1974), 1, 182-183.

% Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha, 33-40.

°7 Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha...., 40.
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Pengembangan potensi diri sebagai ilmuwan atau ulama besar pasca
penyerapan ilmu, dilakukan a/-Shatibi dengan mengajarkan ilmu itu kepada
generasi-generasi yang lebih muda. Tercatat ulama-ulama yang pernah
menjadi murid a/-Shatibi adalah Abi Yahya lbn Asim, Abu Bakar al-Qadi
dan Abu Abdillah al-Bayani.®® Abu Yahya Ibn Asim dan Abu Bakar al-Qadi
adalah dua bersaudara. Abu Bakar Ibn Asim pernah memangku jabatan resmi
hakim. la pengarang kitab kompilasi hukum Tuhfah al-Hukkam yang menjadi
rujukan para hakim di Granada.*

Selain tiga murid terkenal di atas, masih cukup banyak murid a/-
Shatibi. Di antaranya adalah Abu Abd. Allah al-Mijari dan Abu Ja’far Ahmad
al-Qisar al-Gharnati. Abu Ja’far adalah murid a/-Shatibi yang cerdas. Di
depan Abu Ja’far ini, a/-Shatibi membacakan sebagian dari masalah-masalah
ketika meyusun kitab al-Muwafagat.'®
D. Karya-karya Imam al-Shatibi

Ketokohan al-Shatibi sebagai ilmuwan, di samping terlihat dari
kegiatan belajar mengajar yang diemban dan keterlibatannya dalam memberi
respon terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul sesuai
dengan disiplin keilmuan yang didalaminya, juga terlihat dari warisan
ilmiahnya berupa karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya.

Karya-karya ilmiah a/-Shatibi dapat dikelompokkan kepada dua.

Pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua,

% Al-Shatibi, al-I'tisam (Riyad: Maktabah Riyad al-Haditsah, tt), I, 12.
% Mas’ud, Islamic Legal, 103.
1% Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha, 41.
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karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Termasuk dalam kelompok
pertama adalah:
1. Sharh Jalil ‘ala al-Khulasah fi al-Nahw
2. Kbhiyar al-Majalis (syarah kitab jual beli dari Shahih Bukhari)
3. Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw
4. ‘Inwan al-Ittifaq fi ‘Ilm al-1sytiqaq
5. Usul al-Nahw
Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah:

1. Al-Muwafaqat fi usul al-Shari’ah
2. Al-I'tisam
3. Al-Ifadat wa al-Irshadat™

Kitab A/-Muwafagat fi usul al-Shari’ah merupakan karya besar al-
Shatibi dalam bidang ushul figh. Kitab ini pada mulanya berjudul ‘Inwan al-
Ta'’rif bi Asrar al-Taklif.!% Bertolak dari nama ini, a/-Shatibi berusaha
memaparkan kajian secara mendalam tentang rahasia-rahasi pentaklifan dan
tujuan pensyariatan hukum oleh Allah SWT serta aspek-aspek lain dari kajian
ushul figh.

Karya ushul figh al-Shatibi selain al-Muwatagat adalah al- [’tisam.
Dalam al-/’tisam ini, al-Shatibi mengemukakan uraian secara mendalam

tentang bid’ah, mulai dari sumber yang menjadi pendukung bid’ah, bid’ah

1% Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha...., 43-44.
192 al-Shatibi al-Muwafaqat 1, 24.
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haqigi dan idafi sampai dengan perbedaannya dengan maslahah mursalah
dan istihsan.'®
Adapun al-Ifadat wa al-Irshadat, suatu buku berisi dua kandungan. A/-
Ifadat berisi tentang catatan a/-Shatibi dalam berbagai masalah termasuk
yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama
Spanyol. al-Irshadat merupakan kumpulan syair-syair dengan berbagai
kandungan.
E. Magqasid al Shari’ah Imam al Shatibi

Menurut a/ Shatibi, bahwa sesungguhnya syari’at itu bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-
hukum itu disyari’atkan untuk kemaslahatan manusia.'®

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan a/ Shatibi tersebut, dapat
dikatakan bahwa kandungan magasid al-shari’ah atau tujuan hukum adalah
kemaslahatan umat manusia. Pandangan a/ Shatibi seperti ini tidak lain
karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (taklif)
diciptakan dalam ranka merealisasi kemaslahatan hamba. Dan tidak satu pun
dari hukum Allah itu yang tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai
tujuan. Sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja
dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat
untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu

kemaslahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan

1% Abu al-Ajfan, Min Atsar Fugaha, 49.
104 Al-Shatibi, A/-Muwatagat Jilid 11, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 9.
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bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan; tak satu
pun hukum yang disyari’atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-
Qur’an, maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.'®
Penekanan magqasid al-shari’ah yang dilakukan oleh a/ Shatibi secara
umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan
bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat itu antara

lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah SWT:
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“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam”

Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat
al-Qur’an yang berbicara tentang hal itu. Antara lain tentang wudhu, di mana

setelah Allah berbicara tentang wudhu, kemudian berfirman:
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“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Demikian juga dalam hal gisas, Allah berfirman:

108 {5455 K0 YT 50 80 el b 383

105 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, t.th), 289-290.
106 4]-Qur’an, 21:107.

107 a]-Qur’an, 5:6.

108 31-Qur’an, 2:179.
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“Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, a/ Shatibi mengatakan bahwa magasid
al-shari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum
secara keseluruhan. Artinya magasid al-shari’ah ini dapat digunakan sebagai
analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan
secara jelas dimensi kemaslahatannya dengan melihat segi ruh shari’ak dan
tujuan umum dari agama Islam.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat magasid al-
shari’ah, di mana dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Menurut a/
Shatibi, kemaslahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu
tujuan Tuhan (maqasid al-shari’) dan tujuan mukallaf (magasid al-mukallaf).
Di mana magqasid al-shari’ah dalam arti magqasid al-shari’ mengandung empat
aspek, yaitu:'®
a. Tujuan awal dari syari’at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di

akhirat.
b. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
C. Syari’at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
d. Tujuan syari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat magasid

al-shari’ah. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari’at

dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek

109 Al-Shatibi, Al-Muwafagat Jilid 11, 8.
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yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari’at dalam
rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan
manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan
kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum
Allah, atau aspek ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan
hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai
penunjang aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui
pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai
aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik
dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan
pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah lindungan
hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syari’at yakni
terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti
dapat diwujudkan. Sehingga dalam rangka pembagian magasid al-shari’ah,
aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek
pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari’at oleh Tuhan.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam upaya untuk mewujudkan
kemaslahatan tersebut, magasid al-shari’ah dibagi menjadi tiga tingkatan,
yaitu: Magasid dharuriyat, artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang

jika sudah tidak ada akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat.
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Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana dharuriyat tersebut
hilang, misalnya rukun lslam. Magasid hajiyyat, yaitu sesuatu yang
dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan atau menghilangkan kesusahan
dari kehidupan mukallaf, sepeti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi
orang sakit. Dan maqasid tahsiniyyat, artinya sesuatu yang diambil untuk
kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan atau bisa dikatakan
bahwa magasid tahsiniyyat ini adalah untuk menyempurnakan kedua
magasid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan
akhlak yang mulia.!’® Dalam menjelaskan tentang magqasid dharuriyat, ia
memaparkan jauh lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: Memelihara

Agama (.4 ki~), Memelihara Jiwa (&1 ki), Memelihara Akal (Jés) Laé>),
Memelihara Keturunan (J~' i), Memelihara Harta ( Juw) &i).

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas.
Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara

yaitu: Pertama, dari segi adanya (ss= 42U ) yaitu dengan cara menjaga dan

memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari

segi tidak ada (st iaU ) Yyaitu dengan cara mencegah hal-hal yang

menyebabkan ketiadaannya'*!. Sebagaimana contoh berikut:

10 Ahmad al-Raisuni, Nadariyat al- Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi, (Beirut: Muassasah al-
Jamivah, 1992), 117
11 Al-Shatibi, Al-Muwatagat Jilid 11, 18.
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a. Memelihara Agama ( . k&), dari segi al-wujud misalnya iman,

syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya.**?

b. Memelihara Agama (. &é>), dari segi al-‘adam misalnya jihad dan

hukuman bagi orang murtad.

c. Memelihara Jiwa (' ki~), dari segi al-wujud misalnya makan dan

minum.

d. Memelihara Jiwa (' ki), dari segi al-‘adam misalnya hukuman

gishash dan diyat.

e. Memelihara Akal (J& ké~), dari segi al-wujud misalnya makan dan

mencari ilmu.

f. Memelihara Akal (Jad' ki), dari segi al-‘adam misalnya had bagi

peminum khamr

g. Memelihara Keturunan (! &é~), dari segi al-wujud misalnya nikah.
h. Memelihara Keturunan (J-! &é~), dari segi al-‘adam misalnya had bagi

pezina dan muqdzif.

i. Memelihara Harta (Jw &&~), dari segi al-wujud misalnya jual beli dan

mencari rizki.

J.  Memelihara Harta (Jw) &é~), dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong

tangan pencuri.**®

12 Al-Shatibi, Al-Muwafagat....,19.
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Imam a/ Shatibi merumuskan bahwa penetapan magasid al-shari’ah
dapat ditempuh melalui empat metode:'*
1. Mujarrad al amr wa al nahy al ibtida’i al tasrihi

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya
melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nas, yang eksistensi
kedua unsur tersebut ada secara mandiri (ibtida’r). Sebagaimana dipahami,
suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan,
sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka
terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah shari’at, atau tercegahnya
perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak
Allah SWT (magsud al shari”). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya,
perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru
tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi magsud ash
shari”

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan
sebagai penetapan berdasarkan literal nash, yang dibingkai dengan
pemahaman umum bahwa dalam perintah shari’at pasti terdapat unsur
maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur mafsadat.

2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan

metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik

13 Al-Shatibi, Al-Muwafagat....,20.

114

Muhamad Aziz dan Sholikah, “Metode Penetapan Maqoshid Syari’ah: Studi Pemikiran Abu

Ishaq al Syatibi”, Ulul Albab Jurnal Studi Islam, (2013), 11-15.

> Abu Ishaq Al-Shatibi, A/-Muwatagat fi Ushul al-Shari’ah (Mesir: Maktabah al Tijariyah al

Kubra, tt), 393.
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perintah dan larangan. Dengan pembahasan ini, a/ Shatibi tidak menjadikan
illat sebagai magasid itu sendiri, melainkan sebatas isyarat yang mengarahkan
kepada magasid. Adapun yang dijadikan magasid adalah konsekwensi ideal
dari illat (mugtadha al ilal) dari sisi terlaksananya perbuatan yang
diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.**°

Menurut al/ Shatibi bahwa semua hukum shara’ bertujuan untuk
kemashlahatan hamba. Semua pembebanan hukum (taklif) ada kalanya untuk
mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahatan atau untuk
keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah
ada illat-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah
ibadah adalah bersifat ta “abbudy dan tidak mempunyai illat.**’

Namun demikian a/ Shatibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu
mu’allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global.
Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat.
la mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah
untuk kemashlahatan hamba baik di dunia maupun akhirat secara global,
walaupun tidak diketahuikemashlahatannya secara terperinci.**® A7 Shatibi
mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara shara’, bahwa

tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap,

merendahkan diri, serta mengingat Allah.**® Kemudian ia menyebutkan

Izzuddin Bin Zughaibah, A/ Magqgasid al Ammah [li al Shari’at al Islamiyah (Kairo: Dar al
Shafwah, 1996), 118.

Y7 Al-Raisuni, Nadariyat al- Magasid, 170-171.
"8 Al-Shatibi, Al-Muwataqat fi Ushul al-Shari’ah Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-IImiyyah, tt),

201.

119 Al-Shatibi, Al-Muwafagat...., 399.
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tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar,
mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan
mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah.'?

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu illat yang diketahui (ma lumah)
dan illat yang tidak diketahui (ghairu ma’lumah). Illat ma’lumah, wajib
untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan
kaidah-kaidah masalik al illat yang banyak dibahas dalam ilmu ushul figh.
Adapun illat ghairu ma’lumah, sikap yang wajib diambil adalah tawaqquf.
Sebab dipilihnya sikap tawaqquf terhadap illat ghairu ma’lumah Karena dua
hal, yaitu: Pertama, tawaqquf karena ketiadaan dalil yang menunjukkan illat
dalam nash. Kedua, tawaqquf karena sekalipun ada illat yang mansus, tetapi
bisa jadi bukan merupakan magsid asl shari’**

3. Memperhatikan semua magasidturunan

Semua ketetapan syari’at, ibadah maupun mu’amalah, memiliki tujuan
yang bersifat pokok (magsud al asli) dan yang bersifat turunan (magasid al
tabi’ah). Dalam syari’at nikah misalnya, yang menjadi maqgsud al asli adalah
kelestarian manusia lewat perkembangbiakan (at tanasul). Sementara
setelahnya, terdapat beberapa magasid turunan (tabi’ah) seperti mendapatkan
ketenangan (as sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan
ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (a/ istimta’) secara halal,
membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi

dari magqasid at tabi’ah dalam syari’at nikah.

120

Al-Raisuni, Nadariyat al- Maqgasid, 174.

12! Al-Shatibi, A/-Muwatagat, 394-395.
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4. Tidak adanya keterangan shar’i (sukut al shari’)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash
mengenai sebab hukum atau dishari’atkannya suatu perkara, baik yang
memiliki dimensi ubudiyah maupun mu’amalah, padahal terdapat indikasi
yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. Secara
rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan shar’i ini dipetakan pada
dua jenis :

1. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan tashri’ untuk
menjelaskannya.

Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru
yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu
belum eksis pada masa tashri’ ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti
kodifikasi al Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal
ini, upaya mengetahui dan menetapkan magasid-nya adalah dengan
mengembalikan furu’ kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri
nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif
atau al istigra 122

2. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa tashri’, tetapi tidak ada
keterangan shari at terhadapnya.

Permasalahan ini lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah.

Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian:*%

122 Al-Shatibi, A/-Muwafagat...., 409-410.
123 Al-Shatibi, A-Muwafagat...., 411.
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a. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan shari’at terhadap status
pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh shari’at.
Seperti sujud syukur, do’a berjama’ah setelah shalat, berkumpul untuk
berdo’a ba’da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di
arafah, dll.

b. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil shari’at terhadap izin
pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan shari’at.
Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau riyadhah
nafsiyah dengan meninggalkan makanan halal tertentu.

c. Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan shari’at, tetapi hal itu
menyelisihi ketetapan shari’at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa
dua bulan berturut-turut dalam kafarat dzihar, bagi orang yang mampu
memerdekakan budak.

Menyikapi ketiga perkara ini, a/-Shatibi menggolongkan perkara yang
ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketetapan nash shari’at. Adapun untuk
dua hal sebelumnya, a/-Shatibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan
shari’at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan
dengan shari’at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan
permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di
dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima.
Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal

itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam
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menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan al maslahah al

mursalah.*?*

124 Al-Shatibi, Al-Muwafagat..., 412.



BAB V

HASIL TEMUAN

A. Latar Belakang Munculnya Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang sejarah
munculnya Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, bahwa
terdapat beberapa pendekatan dalam perumusan pasal-pasal Kompilasi
Hukum Islam. Di antaranya adalah bahwa sumber utama dalam perumusan
Kompilasi Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah.
Dalam perumusan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini, merujuk
kepada dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah.*? Di

antaranya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Nur ayat 3:

113‘3%?°M°‘ (51;

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin.

Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT bahwa orang

laki-laki yang berzina hendaknya menikahi perempuan yang berzina,

begitupula bagi wanita yang berzina hendaknya menikah dengan laki-laki

yang berzina. Sehingga kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut disebutkan

2 yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum

Islam", dalam Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam..., 30.
'3 Al-Qur’an, 24;3.
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bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan yang
menghamilinya. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama telah melakukan
hubungan seksual di luar perkawinan.

Di dalam hadis juga telah disebutkan tentang larangan menikah
(bersetubuh) dengan wanita yang hamil dari orang lain agar tidak terjadi
percampuran sperma. Sebagaimana dalam hadith riwayat Ruwaifi 1bn Thabit

al-Ansari, ia berkata, Rasulullah bersabda:

% W 65 32a S8 T a3ty ally e O 0
Artinya : Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir (Kiamat), maka
janganlah ia menuangkan maninya kepada anak orang lain.

Maka di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini hanya membatasi
perkawinan seorang wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang
menghamilinya saja agar tidak terjadi percampuran sperma (nasab) dengan
orang lain.

Di samping itu, dalam perumusan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
ini juga merujuk ke berbagai kitab figh yang ada.™™ Sebagaimana yang telah
kami sebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dalam masalah
perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya
semua ulama figh sepakat akan keabsahan perkawinan tersebut.

Pendekatan lain yang dilakukan adalah mengutamakan pemecahan

masa kini. Dengan cara pendekatan ini, pelaksanaan perumusan pasal-pasal

1% Abu ‘Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, Jami’ al-Tirmidzi (Riyadh: Bayt al-Afkar al-
Dauliyah, tt), 200.
11> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam...., 39.
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dalam Kompilasi Hukum Islam diarahkan kepada masalah yang dihadapi
dalam kehidupan masyarakat. **® Hal ini dikarenakan saat ini maraknya kasus
perzinaan yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia sehingga
diperlukan adanya ketentuan hukum yang baku untuk mengatur masalah
tersebut sehingga muncullah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur tentang perkawinan wanita hamil karena zina.
B. Implikasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

1. Implikasi Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa
hal dalam hukum Islam, di antaranya :

1. Ada atau tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang
menghamili ibunya.

2. Dapat atau tidak dapat saling mewarisi antara anak hasil zina dengan
laki-laki yang menghamili ibunya.

3. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Dalam Hukum Islam telah ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan
secara sah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam mempunyai kedudukan
yang baik dan terhormat. Antara anak dengan kedua orang tuanya
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di antara
keduanya.

Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dikawini lebih dulu,

disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah Ibn al-Zina (anak zina) atau

18 yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum

Islam”, dalam Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam..., 49.
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Ibn al-Mula’anah (anak dari orang yang terlaknat). Istilah tersebut bukan
untuk bayi yang baru lahir, tetapi istilah yang dinisbatkan kepada kedua
orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan terlaknat
itu. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak
mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orangtuanya. Adapun anak
zina menurut hukum Hukum Islam adalah suci dari segala dosa, karena
kesalahan itu tidak ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua
orangtuanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadith bahwa anak itu
suci sejak lahinya. Di dalam al Qur' an, Allah berfirman dalam surat an-

Najm ayat 38:

—_—u\

3\

117‘53;_§ 33? 5/;‘3 s, s§

N

Artinya: bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain.

Adapun mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat
dari perzinaan berimplikasi pada ketentuan-ketentuan hukum lain yang
melekat pada implikasi hukum tersebut dapat dilihat dalam dua klasifikasi:

Pertama, implikasi hukum perkawinan wanita hamil akibat zina
dengan yang menghamilinya. Para fugaha’ berbeda pendapat dalam
memberikan ketentuan hukum atas kedudukan anak yang dilahirkan dari
perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam hal

ini di kalangan fugaha’ ada dua pendapat:

7 Al-Qur’an, 53;38.
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1. Pendapat jumhur fugaha' mengatakan bahwa anak hasil zina yang lahir
setelah masa enam bulan sejak hubungan pertama setelah perkawinan
ibu dengan laki-laki yang menikahinya, maka anak itu dinasabkan
kepada laki-laki tersebut. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang
dari enam bulan sejak hubungan pertama setelah perkawinan ibunya,
maka anak yang dilahirkan hanya dinasabkan pada ibunya saja.
Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil
dengan laki-laki yang menghamilinya sendiri mempunyai implikasi
hukum yang melekat pada dirinya tiga hal.*®

a. Adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya.

b. Keduanya saling dapat mewarisi.

c. Laki-laki yang menzinai ibunya dapat menjadi wali nikah pada
anak yang dilahirkan (jika perempuan).

Ketiga implikasi hukum di atas ini menjadi hak yang melekat
pada anak yang dilahirkan jika ia dilahirkan dalam masa tidak kurang
dari enam bulan sejak hubungan pertama setelah perkawinan, akan
tetapi jika ia dilahirkan kurang dari masa enam bulan sejak hubungan
pertama setelah perkawinan, maka ia tidak dinasabkan kepada laki-laki
yang menzinai ibunya. Dengan demikian implikasi hukum yang timbul
adalah anak yang dilahirkan itu tidak mempunyai tiga hak di atas.

Masa kehamilan selama enam bulan ini berlandaskan pada ayat-

ayat di dalam al-Qur’an, sebagai berikut:

118 M. Ali Hasan, Masail Fighiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum

Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), Cet-3, 82
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Uuass diss i diamgy b i e GLs 43.0\5, S 53
Vs 58N

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai

menyapihnya adalah tiga puluh bulan...".

Dan Firman Allah SWT:

oA B dwj uzj 61; Uag 451 ailes £M13 DL ess

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun...”.
1 R ofo. & 5-% gi/o 08 2 - /°/

el (5 GR35 Gar i cIdighy

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh...”

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa masa hamil dan disapih
itu berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat
kedua dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih

selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui dikurangi masa

1% a1-Qur’an, 46:15.
129 31-Qur’an, 31:14.
21 al-Qur’an, 2:233.
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menyusui lalu diperoleh hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja

minimalnya berlangsung selama enam bulan.?

2. Pendapat Hanafiyyah

Pendapat Hanafiyyah dalam implikasi hukum yang diterima oleh
anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang ibunya hamil terlebih
dulu sebelum melaksanakan akad nikah, dengan laki-laki yang
menzinainya pada dasarnya adalah sama dengan pendapat jumhur
fugaha', yaitu anak yang dilahirkan itu apabila lahir lebih dari masa
enam bulan sejak akad nikah, maka anak tersebut menjadi anak yang
sah serta mendapatkan tiga hak di atas.'?®> Sebagaimana penjabaran di
atas pada dasarnya pendapat antara jumhur fugaha’ dengan pendapat
Hanafiyyah adalah sama. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat
mendasar yang mengakibatkan ada pendapat yang kontradiktif di
antara keduanya, dalam memberikan penilaian hukum atas implikasi
perkawinan wanita hamil di atas. Bagi Hanafiyah, ukuran masa
kehamilan enam bulan yang telah disepakati oleh jumhur ulama di atas
bukanlah menjadi ukuran intisab atau tidaknya antara anak yang
dilahirkan dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Menurutnya ada
jalan hukum yang dapat ditempuh agar anak yang dilahirkan itu
mendapatkan intisab kepada laki-laki yang menzinai ibunya, yaitu
dengan jalan ikrar (pengakuan) dari laki-laki yang menzinai ibunya

dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya

122 ihat Al-Mughni, juz 7, 477-480.
12% |bn Abidin, Hashiyyah Rad al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 111, 49
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serta tidak mengatakan bahwa anak itu hasil dari hubungan zina.***
Pendapat tersebut juga dielaborasi oleh Wahbah al-Zuhayli yang
berargumentasi bahwa anak yang dilahirkan itu tetap intisab kepada
laki-laki yang menzinai ibunya karena dimungkinkan adanya akad
yang mendahului, dan jalan hukum ini ditempuh dalam rangka (1)
mura’atan li al-maslahah al-walad (menjaga nama baik anak yang
dilahirkan), (2) sitran li al-a 'rad (melindungi kebaikan keluarga).*®

Pendapat Abu Hanifah ini lebih realistis dan tidak menimbulkan
gejolak antara mereka (anak, istri, dan suami). Dengan demikian aib si
istri yang melakukan zina tidak terbongkar dan si anak tetap memiliki
nasab yang jelas.*?

Kedua, implikasi hukum perkawinan wanita hamil akibat zina
dengan bukan yang menghamilinya, dalam membahas implikasi
perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya,
maka pada dasarnya adalah membahas implikasi-implikasi hukum apa

saja yang melekat pada anak yang berstatus sebagai anak zina.

Dalam Hukum Islam anak zina didefinisikan sebagai:

127z st Aanall 8-0% <A 01 ech %R @ fa 0k A%t 2 H il ALl
Waimall A 0385 38 31 (230 o Bk (e Bl 4y 51 o) AU
Artinya; Anak yang lahir dari ibu yang melakukan perbuatan

menyalahi shari’at 1slam (berzina) atau anak itu hasil hubungan yang

diharamkan Allah.

2% |bn Abidin, Hashivyah...., 49.

125 \Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islamy, X, 7257.

126 saifuddin Mujtaba, Masailul Fighiyyah (Surabaya: Imtiyaz, 2010), cet.ll, 108.
127 Al-Zuhaily, al-Figh al-Islamy...., 7257.
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Dari definisi ini dapat dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan
dari wanita yang hamil terlebih dulu dengan laki-laki lain dapat
dipastikan bahwa anak yang dilahirkannya itu mempunyai status
sebagai anak zina. Karena tampak dengan jelas bahwa janin yang
dilkandung itu adalah hasil hubungan dengan laki laki lain yang
mendahului sebelum dilaksanakan akad nikah. Perkawinan semacam
ini sudah menjadi konvensi di tengah masyarakat yang biasanya
disebut dengan istilah "kawin tutup". Perkawinan ini dilaksanakan
dalam rangka menutupi aib keluarga si perempuan.

Adapun implikasi-implikasi hukum yang melekat pada anak
dilahirkan akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh ibunya maka ada
tiga implikasi hukum:*?

a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri
ibunya secara tidak sah. Anak yang dilahirkan akibat perzinaan
tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinai
ibunya dan kerabatnya, melainkan hanya kepada ibu yang
melahirkannya dan kerabat ibunya saja. Jadi hubungan antara laki-
laki yang menzinai ibunya dengan anak yang dilahirkan hanya
terbatas dan berlangsung dalam dimensi kemanusiaan, bukan
secara hukum. Tidak bisa saling mewarisi. Sebagai akibat lebih

lanjut dari implikasi hukum tersebut.

128 M. Ali Hasan, Masail Fighvyah al-Haditsah, 82
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b. Tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki
yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak
dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan
salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi di sini
juga termasuk saling mewarisi dari kerabatnya seperti saudara,
paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga laki-laki yang
menzinai ibunya tidak dapat mewarisi dari anak yang dilahirkan
itu.

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak hasil zina. Apabila anak yang
dilahirkan itu adalah perempuan, maka apabila ia telah dewasa dan
akan melangsungkan perkawinan maka ia tidak berhak untuk
dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah
atau oleh walinya berdasarkan nasab dari pihak laki-laki yang
mencampuri ibunya secara tidak sah. Oleh karena itu perempuan
yang dilahirkan di luar nikah sebagaimana ketentuan di atas
dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri
ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh
laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu melainkan
dinikahkan oleh wali hakim.

2. Implikasi Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum
Islam
Adapun implikasi dari perkawinan wanita hamil menurut

Kompilasi Hukum Islam ada empat, yaitu:
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1. Anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan wanita
yang hamil terlebih dulu adalah sah, mengingat ia dilahirkan dalam
perkawinan yang sah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 99 bagian (a):

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan
yang sah”.**®

Dalam penjelasan Pasal 186 tentang anak yang lahir di luar
perkawinan dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan anak yang lahir di
luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah
atau akibat hubungan yang tidak sah.

Persolaan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI,
penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga
ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini
termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam
pertunangan. Asas pembolehan perkawinan wanita hamil ini dimaksudkan
untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada
dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Akan tetapi secara subtantif, aturan ini mengandung beberapa
kelemahan. Jika dalam figh yang disebut sebagai “anak sah” adalah anak
yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, maka KHI dalam pasal 99
dan juga Undang-undang perkawinan 1974 pasal 42, mendefinisikannya

dengan dua kategori:

129 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 30.
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Pertama, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah. Kata
“dalam” seperti yang terdapat di dalam pasal 42 UUP dan pasal 99 KHI
mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat
pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan hubungan itu terjadi.

Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini
sejalan dengan perspektif figh, walaupun bisa jadi hari lahirnya anak di
luar perkawinan, seperi anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik
cerai hidup atau cerai mati.**°
2. Anak yang dilahirkan intisab kepada ayahnya.

Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan
kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari
perkawinan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama shubhat. Nasab
merupakan pengakuan shara' bagi hubungan seorang anak dengan garis
keturunan ayahnya, notabenenya anak tersebut berhak mendapatkan hak
dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan

kewajiban pula dari keturunan ayahnya.

Nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tidak hanya
kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga intisab kepada
ayahnya. Implikasi ini muncul mengingat anak yang dilahirkan ini dalam
ikatan perkawinan, bukan dilahirkan di luar perkawinan. Ketentuan anak
yang dilahirkan di luar perkawinan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam pada pasal 100:

130 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2006), 287.
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"Anak yang lahir di luar perkawinan hang/a mempunyai hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."**

Sedangkan anak yang sah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 99 bagian (a):

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan
yang sah”. 1

3. Dapat saling mewarisi

Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil mempunyai
hubungan saling mewarisi tidak saja dengan ibunya dan keluarga ibunya,
melainkan juga mempunyai hubungan saling mewarisi dari ayahnya.
Implikasi ini muncul mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan
bukan di luar perkawinan. Dengan demikian ia dianggap mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan
dalam pasal 171 bagian c.

“Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris”."**

Pasal 186:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. ***

4. Ayahnya dapat menjadi wali.
Suami dari perkawinan wanita hamil dapat menjadi wali nikah atas

anak vyang dilahirkan istrinya. Ketentuan hukum ini merupakan

131 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 31.
132 Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 30.
13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam...., 52.
134 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam...., 56.
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konsekwensi hukum dari implikasi-implikasi di atas. Mengingat anak yang

dilahirkan mempunyai nasab dengannya maka ia adalah ayah dan

sekaligus menjadi wali nasab bagi anak yang dilahirkan. Konklusi

ketentuan hukum ini meskipun tidak dijelaskan dan diatur dalam pasal-

pasal secara detail, pada dasarnya timbul secara otomatis sebagai
konsekwensi hukum pada diktum pertama dan kedua.

3. Tinjauan Magasid al Shari’ah \mam al Shatibi terhadap Pasal 53

Kompilasi Hukum Islam
Secara umum pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini merujuk kepada

ayat al Qur’an dalam surat al-Nur ayat 3:
U3 5355 8,25 5f o ) Tasls ¥ By 3634 5T 50 ) A58 ¥ )

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin.

Ayat tersebut berisi tentang aturan perkawinan bagi pezina baik laki-
laki maupun perempuan, yaitu seorang pezina dilarang menikah dengan
selain pezina. Jika ditinjau dari maqasid al-shari’ah \mam al Shatibi yang
telah merumuskan bahwa penetapan magasid al-shari’ah dapat ditempuh
melalui empat metode, yaitu dengan cara melihat ungkapan eksplisit perintah
dan larangan dalam nas (mujarrad al amr wa al nahy al ibtida’i al tasrihi),

memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan (7’tibar ‘ilal al

3> Al-Qur’an, 24;3.
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amr wa al nahy), memperhatikan semua magasid turunan (al magqasid al
asliyyah wa al tab’iyyah) dan Tidak adanya keterangan shar’i (sukut al

shari?).

Maka untuk mengetahui magasid al-shari’ah pada pasal 53 Kompilasi
Hukum Islam ini dapat dilakukan dengan cara melihat atau memahami
ungkapan eksplisit perintah dan larangan Allah dalam al Qur’an surat al-Nur
ayat 3, karena hal ini berkaitan dengan magsud al shari’ dalam ayat tersebut.
penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan
literal nas, dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah shari’at pasti

terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur mafsadat.

Apabila melihat redaksi yang diungkap oleh Imam a/ Shatibi,
terindikasi adanya dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu: Pertama,
Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (7btida’i)
Berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa
digunakan dalam metode ini. Kedua, perintah dan larangan itu harus
diungkapkan secara eksplisit (sar7h) Dengan adanya syarat ini, maka perintah
dan larangan yang bersifat dhimni, atau yang dipahami dari mafhum an
nushush (seperti mathum muwaftagah dan mukhalafah, dll), maupun yang
dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti ma /a yatimm al wajib illa bihi fa
huwa wajib), tidak bisa digunakan untuk menetapkan magasid al-shari’ah

berdasarkan pendekatan ini. **°

136

Muhamad Aziz dan Sholikah, Metode Penetapan Maqoshid Syari’ah, 12.
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Dalam al Qur’an surat al-Nur ayat 3 ini larangan Allah bagi pezina
laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan selain pezina atau perintah
Allah bagi pezina untuk menikah dengan sesama pezina atau orang musyrik
disebutkan secara mandiri (ibtida’l) dan secara sarih, karena perintah atau

larangan tersebut dapat dipahami secara langsung dari ayat tersebut.

Adapun mengenai illat yang terdapat dalam ayat ini, termasuk dalam
kategori illat ghairu ma’lumah (illat yang tidak diketahui) karena asal dalam
masalah ibadah adalah bersifat ta’abbudi dan tidak mempunyai illat.**” Akan
tetapi walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai
illat, telah diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ibadah adalah untuk
kemashlahatan hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun
tidak diketahui kemashlahatannya secara terperinci.*®

Permasalahan ini merupakan permasalahan mengenai perkawinan,
maka magqasid pokok (magsud al asli) dan magasid turunan (magasid al
tabi’ah) yang terdapat dalam ayat ini adalah seperti yang telah dicontohkan
pada bab sebelumnya tentang nikah, yaitu yang menjadi magsud al asli
adalah kelestarian manusia lewat perkembangbiakan (at tanasul). Sementara
setelahnya, terdapat beberapa magasid turunan (tabi’ah) seperti mendapatkan
ketenangan (al sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan
ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (a/ istimta’) secara halal,

membentengi diri dari terpaan fitnah, dil.

137

Al-Raisuni, Nadariyat al- Magasid, 170-171.

3% Al-Shatibi, Al-Muwafagat, 201.
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Sedangkan mengenai keterangan nas tentang sebab hukum dalam al
Qur’an surat al Nur ayat 3 ini masih belum ditemukan secara eksplisit di
dalam nas, permasalahan ini lebih terkait dengan hal-hal yang berdimensi

‘ubudiyah.

Jika diperinci Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga

ayat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: *°

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya"

Menurut pasal 53 ayat 1 ini bahwa orang yang berhak mengawini
wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak
langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak

menghamilinya.

Jika ditinjau dari segi magasid al shari’ah \mam al Shatibi yang
membagi maqasid al shari’ah menjadi tiga tingkatan, vyaitu: magasid
dharuriyat, maqasid hajiyyat, dan magqasid tahsiniyyat. Dalam menjelaskan
tentang maqasid dharuriyat, ia memaparkan jauh lebih rinci mencakup lima

tujuan, yaitu: Memelihara Agama (. ké~), Memelihara Jiwa (&' ki),
Memelihara Akal (Jé ki), Memelihara Keturunan (j-' &é~), Memelihara
Harta (Ju! dd>).

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) ini menjelaskan tentang

kebolehan seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah untuk dinikahi

139 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 125.
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oleh laki-laki yang menghamilinya, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan
dari magqasid al shari’ah pada tingkat dharuriyat khususnya dalam

Memelihara Keturunan (J-J! &é~). Hal ini dikarenakan munculnya pasal

tersebut salah satu tujuannya adalah untuk melindungi nasab bayi yang
dikandung oleh ibunya. Sehingga setelah lahir anak tersebut mempunyai
hubungan nasab yang jelas dari kedua orang tuanya.

Pada pasal tersebut dibatasi perkawinan hanya dapat dilakukan oleh
laki-laki yang menghamilinya. Hal ini juga bertujuan untuk memelihara
keturunan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara laki-laki yang
menzinai ibunya dengan laki-laki lain yang menikahinya.

Hal ini juga tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan yang lain dalam

magasid dharuriyat yang lain, seperti: Memelihara Agama (4! &é~), dalam

memelihara agama pasal ini juga sudah sesuai dengan firman Allah dalam

QS. al-Nur ayat 3:

SN 2222 o) %2 ot it N TRAC N e G 2 of Gt Ny ACH N (e

z

140 £ °, 2;°‘ /l/:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
mukmin.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa seorang pezina

laki-laki tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Maka dalam

9 Al-Qur’an, 24;3.



114

pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) tersebut telah sesuai dengan ayat di
atas, karena yang dapat menikahi wanita hamil karena zina dalam pasal
tersebut adalah seorang laki-laki pezina (yang menzinai wanita tersebut).
Sedangkan Ayat (2) berbunyi: 1!

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya"

Pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) ini dijelaskan bahwa
perkawinan bagi wanita hamil dapat dilakukan tanpa menunggu masa
kelahiran anak yang dikandungnya. Hal ini juga berkaitan dengan memelihara

jiwa (4! ké>), terutama jiwa seorang wanita yang hamil dan jiwa anak yang

dikandungnya. Berdasarkan fakta yang sering terjadi di masyarakat, banyak
sekali kasus aborsi dari seorang wanita yang hamil akibat perzinaan.
Fenomena ini terjadi dikarenakan wanita tersebut tidak mau menanggung aib
yang terlihat oleh masyarakat. Maka dengan adanya pasal ini menjadi salah
satu solusi untuk menghilangkan mafsadat yang terjadi berupa kasus aborsi
dan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang tidak mau
menanggung aib dari perbuatan zina yang dilakukannya, sehingga seorang
wanita yang hamil di luar nikah tidak merasa rendah diri di tengah
masyarakat.

Akan tetapi ayat (2) dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini
menjadi polemik tersendiri, dikarenakan dalam ayat (2) ini menghilangkan

adanya had bagi pelaku zina. Maka seharusnya dalam pasal ini diberi batasan-

141 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 125.
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batasan yang jelas tentang aturan-aturan bagi wanita hamil yang akan
melangsungkan perkawinannya.
Ayat (3): 1

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Pada ayat (3) ini dijelaskan tentang perkawinan wanita hamil tersebut
tidak perlu diadakan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.
Hal ini dikarenakan perkawinannya ketika sedang hamil dengan orang yang
menghamilinya dianggap sebagai perkawinan yang sah, sehingga tidak
diperlukan adanya perkawinan ulang setelah kelahiran anaknya. Maka hal ini
juga berkaitan dengan status anak yang dilahirkan. Jika perkawinannya
dianggap sebagai perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan juga
dianggap sebagai anak yang sah.

Dalam tinjauan magasid al shari’ah hal ini juga berkaitan dengan

Memelihara Harta (Jw ké~), karena ayat (3) pasal 53 Kompilasi Hukum

Islam ini juga memberikan kedudukan sah dalam status anak. Sehingga jika
anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang sah menurut Kompilasi
Hukum Islam, maka dia berhak untuk mendapat harta waris dari orang
tuanya. Hal ini juga untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkan, seperti

terlantarnya seorang anak yang dilahirkan dari kasus perzinaan. Hal ini juga

142 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam...., 125.
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berkaitan dengan hak-hak asasi manusia (huquqg al insan) di era
kontemporer.'*

Imam a/ Shatibi, di dalam teori magasid al shari’ah-nya juga
berpendapat bahwa sesungguhnya syari’at itu bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia. Maka dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
tentang aturan perkawinan wanita hamil ini mengandung kemaslahatan
terutama bagi wanita yang hamil dan juga bayi yang dikandungnya, agar
setelah anak tersebut lahir memiliki nasab yang jelas dan orang tua yang
mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini jika dibandingkan dengan wanita
hamil di luar nikah yang tidak dinikahi oleh orang yang menghamilinya,
tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi wanita tersebut dan bayi
yang dikandungnya karena bisa berakibat terjadinya aborsi atau hal-hal
negatif lainnya.

Akan tetapi meskipun perkawinan wanita hamil karena zina ini
mengandung kemaslahatan, perbuatan zina itu sendiri harus dihindari oleh
umat manusia khususnya yang beragama Islam. Zina merupakan suatu

perbuatan keji yang dilarang oleh Agama, sebagaimana firman Allah SWT

dalam surat al-Isra’ ayat 32:

5 O8] S 15585 Y
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

'3 Jaser Audah, Magqasid Shari’ah Dalil Ii al Mubtadiin (London: International Institute of Islamic

Thought, 2010), 56.
4 Al-Qur’an, 17;32.
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Di dalam magasid dharuriyat, khususnya dalam memelihara

keturunan (31 ké~), dari segi al-‘adam salah satu contohnya adalah adanya

had bagi pezina. Hal ini untuk menghindari maraknya pelaku zina di kalangan
umat Islam, yang berpengaruh terhadap anak keturunannya.

Maka menurut hemat penulis, adanya pasal 53 Kompilasi Hukum
Islam ini, jika ditinjau dari teori magasid al shari’ah \mam al Shatibi
mengandung kemaslahatan bagi yang sudah terlanjur melakukan hubungan
zina dan hamil dari hubungan tersebut, untuk menjaga keturunannya dari hal-

hal yang negatif.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian seluruh rangkaian tesis ini dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pendekatan yang melatar belakangi munculnya pasal 53
Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah bahwa sumber utama dalam
perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Di
samping itu, dalam perumusan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini juga
merujuk ke berbagai kitab figh yang ada dan pendekatan lain yang
dilakukan adalah mengutamakan pemecahan masa Kini.

2. Implikasi dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut hukum Islam
bergantung pada masa kehamilan, Berdasarkan pendapat jumhur fugaha'
mengatakan bahwa anak hasil zina yang lahir setelah masa enam bulan
sejak hubungan pertama setelah perkawinan ibu dengan laki-laki yang
menikahinya, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Dengan
demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil dengan laki-
laki yang menghamilinya sendiri mempunyai implikasi hukum yang
melekat pada dirinya tiga hal, yaitu: adanya hubungan nasab dengan laki-
laki yang menzinai ibunya, keduanya saling dapat mewarisi dan laki-laki
yang menzinai ibunya dapat menjadi wali nikah pada anak yang dilahirkan

(jika perempuan). Adapun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam itu
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sendiri, implikasi yang ditimbulkan dari pasal ini adalah: anak yang
dilahirkan menjadi anak yang sah, anak yang dilahirkan intisab kepada
ayahnya, dapat saling mewarisi dan ayahnya dapat menjadi wali.

3. Pasal 53 KHI ini menjelaskan tentang kebolehan seorang wanita yang
sedang hamil di luar nikah untuk dinikahi oleh laki-laki yang
menghamilinya, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari magasid al
shari’ah \mam al Shatibi pada tingkat dharuriyat khususnya dalam

memelihara keturunan (J~' &é-). Hal ini dikarenakan munculnya pasal

tersebut salah satu tujuannya adalah untuk melindungi nasab bayi yang
dikandung oleh ibunya. Sehingga setelah lahir anak tersebut mempunyai
hubungan nasab yang jelas dari kedua orang tuanya.
B. Saran
Dari beberapa uraian di atas maka peneliti menyampaikan beberapa
saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu:

1. Meskipun perkawinan wanita hamil karena zina telah diatur dalam Pasal
53 Kompilasi Hukum Islam dan mengandung kemaslahatan, akan tetapi
perbuatan zina itu sendiri harus dihindari oleh umat manusia khususnya
para remaja yang beragama Islam karena zina merupakan suatu perbuatan
keji yang dilarang oleh Agama.

2. Para orang tua hendaknya berhati-hati dalam mendidik dan menjaga anak-
anaknya, juga memberikan arahan kepada mereka tentang bahaya dari
perzinaan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan terhindar

dari perzinaan.
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3. Bagi para pihak yang mendapat amanah untuk melangsungkan perkawinan
orang lain, hendaknya juga memberikan arahan kepada masyarakat
khususnya para remaja yang akan melangsukan perkawinan agar berhati-
hati dalam menjaga pergaulan sehingga tidak terjadi perzinaan yang

mengakibatkan kehamilan di luar nikah.
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